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SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 349 /KM.6/2018
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA BARANG MILIK NEGARA

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 B
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 /PMK.06/2012 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang
Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 /PMK.06/2012
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian
Barang Milik Negara, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja
Barang Milik Negara;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan
Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
52/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 244 /PMK.06/2012 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Barang
Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA BARANG MILIK NEGARA.

Menetapkan Modul Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Barang Milik
Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan
Menteri ini. ‘

Modul Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Barang Milik Negara
merupakan pedoman bagi Pengelola Barang dan Pengguna
Barang dalam melakukan evaluasi kinerja Barang Milik Negara.
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Modul Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Barang Milik Negara berisi

antara lain:

1. Indikator Pengukuran Kinerja Barang Milik Negara;

2. Prosedur Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Barang Milik Negara;
dan

3. Laporan Evaluasi Kinerja Barang Milik Negara.

Evaluasi kinerja Barang Milik Negara dilakukan oleh Pengelola

Barang dan Pengguna Barang terhadap Barang Milik Negara

berupa tanah dan/atau bangunan.

Dalam melaksanaan evaluasi kinerja Barang Milik Negara

Pengelola Barang dapat melibatkan dan/atau meminta

informasi dari Pengguna Barang dan pihak lain yang terkait.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan implementasi dan

mekanisme perhitungan nilai indikator dan prosedur teknis

pelaksanaan pengukuran kinerja Barang Milik Negara

ditetapkan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan

Negara.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

2. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;

3. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/ Kepala
Sekretariat/Wakil Kepala/Deputi/Direktur Utama pada
Kementerian/Lembaga;

4. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, para
Direktur, para Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara dan Direktur Utama LMAN;

5. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara; dan

6. Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,
ttd.
ISA RACHMATARWATA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

u.b:

Bagian Umum,

Raden Nuh Wardhanuy
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- Modul pelaksanaan  evaluasi kinerja ‘Barang Milik ' Negara = (BMN)
merupakan pedoman atau acuan bagi Pengelola Barang danPengguna Barang

-+ dalam melakukan melakukan evaluasi kinerja Barang Milik Negara sebagaimana
' . diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/ 2012
" Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik

52/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

, 244 /PMK.06/2012 Tentang : Tata Cara Pelaksanaan - Pengawasan Dan "
. Pengendalian Barang Milik Negara. Tujuan modul ini menetapkan serangkaian
- hal mengenai apa yang harus dilakukan dalam melakukan 'evaluasi inerja BMN,

 schingga pelaksanaan evaluasi kinerja tersebut dapat dilaksanakan secara
- sistematis dan terukur. R ‘ i B e AR e ‘

A Léfar; Belakan g L

~ Reformasi di bidang Keuangan Negara dimulai dengan terbitnya 3’ (tiga) =
~ paket Undang-Undang di Bidang Keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor .
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J awab Keuangan Negara. Ketiga ~
' Undang-Undang tersebut mengubah secara' fundamental sistem pengelolaan
keuangan Pemerintah Indonesia antara lain mencakup perubahan dalam sistem
perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan, dan ' pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran. ‘ SR T T '

_ Salah satu perubahan dilakukan pada sektor ‘pengelolaan aset negara
berupa BMN yakni adanya pergeseran ‘mendasar‘terhadap’,pdlaff_"pikirﬁ_dan' sudut .
pandang terhadap pengelolaan BMN. Jika sebelumnya  BMN. cenderung
| dipandang dan diperlakukan’ sebagai suatu beban (cost. centre), bukan sebagai
" suatu investasi, pada saat ini pandangan tersebut sudah mulai bergeser, dimana
BMN dipandang sebagai suatu investasi yang strategis. dalam’' menunjang
terlaksananya ' fungsi pemerintahan = sekaligus . sebagai salah satu faktor
. pendorong pendapatan negara (revenue generator). P e e

: ~ Portofolio BMN yang sedemikian besar tentu perlu dikelola dan diukur
~ kinerjanya dengan baik dan optimal. Dengan adanya pengukuran kinerja BMN
- sebagai bagian dari pengelolaan BMN keseluruhan akan merubah paradigma .
~ Pengelolaan Barang Milik Negara dari asset administrator menjadi:asset manager
s dimana konsep Asset Portfolio akan menjadi backbone dalam fase ke 3 (tiga) dari
. rezim  pengelolaan .~ BMN . yaitu pengukuran  kinerja =~ BMN..
Evaluasi secara periodik terhadap portofolio BMN perlu dilakukan
terhadap ~BMN.  Evaluasi dilakukan dengan ‘tujuan -untuk  mengukur
- performa/kinerja BMN, untuk selanjutnya dibuat langkah-langkah' strategis
" dalam rangka efisiensi, efektifitas dan optimalisasi pengelolaan BMN. '

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN * |~ ©

Negara sebagaimana telah’ diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor - o
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Modul Pelaksanaan Evalua31 K1nerJa Barang M111k Negara ini membenkan R

panduan dengan pendekatan sistematis untuk mengelola klner_]a aset dalam

~-memenuhi kebutuhan pelayanan pubhk ‘Modul ini rnenetapkan ruang lingkup '~

yang luas dan penerapan . manajemen kmerja BMN, dan indikator-indikator
utama dan elemen yang diperlukan untuk mencapai pengelolaan BMN yang-
efektif. Modul ini juga fokus pada kemampuan analisa yang- dlperlukan untuk

- membantu menyelaraskan ketersedlaan BMN sebagal pendukung pelaksanaanj o

‘,B Maksud dan Tujuan

- Modul Pelaksanaan Evalua31 KmerJa Barang M111k Negara'lm dlmaksudkan o
‘untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 B Peraturan Menteri Keuangan Nomor
52/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan ‘Menteri Keuangan Nomor. . =
244 /PMK. 06/ 2012 Tentang Tata = Cara -’ Pelaksanaan Pengawasan Dan, T
'Pengendalian Barang Milik Negara Peraturan Menterl Keuangan tersebut

mengamanatkan perlunya menetapkan ‘Keputusan Menterl Keuangan tentang.
Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Barang Milik Negara. Sehingga pedoman
ini dapat dijadikan panduan dalam melakukan evaluas1 k1nerJa Barang Milik
‘Negara dalam rangka: ' : : : ' >

o 1 memberlkan petunjuk yang Jelas dalam pengelolaan Barang Mlhk Negara;.'.
' untuk ‘mengevaluasi kinerja Barang M111k Negara dengan menggunakan“
pendekatan yang 31stematls ‘ o L ; : :

2. menyedlakan petunjuk dan panduan tentang Jenls data kmerja yang b

~diperlukan dan akan dlgunakan dalam proses pengelolaan BMN secara

. keseluruhan terutama ‘terhadap Proses-proses . kun01 mlsalnya dalam‘
~ pengajuan perencanaan aset strategls secara makro i o
3. membantu mengadopSI pendekatan berbas1s klner_]a terhadap
penyelarasan antara ketersediaan BMN dengan permlntaan atas BMN
yang timbul dari kebutuhan penyedlaan layanan. ‘i i
S 4r memngkatkan akuntab1htas proses pengambﬂan keputusan dan proses

‘tata kelola’ pengelolaan BMN mela1u1 penggunaan data klnerja BMN yang : e o

) " handal dan “up to date”.

5 mendukung kom1tmen Pemerlntah dalam mengelola kmerJa 1nvestas1

- pemerintah yang signifikan khususnya tanah dan/ atau bangunan, serta
v untuk mengoptlmalkan kOl’ltI‘lb'LlSl BMN terhadap pemberlan layanan

C Ruang Llngkup

, Ruang hngkup evaluas1 kmerja BMN seharusnya dllaksanakan atas semua- : 4__'
portofoho aset pemerlntah pusat, namun -demikian pedoman Evaluasi Kinerja -

~ Aset ini fokus kepada BMN yang mempunyai 31gn1ﬁkans1 yang tmggl terhadap
proporsi kekayaan negara yaitu BMN berupa tanah dan bangunan yang ada pada

“Pengguna Barang dan Pengelola Barang e e S ’/ :




. "."f‘___‘lnventar1sas1 dan pemlalan yang telah’ d11akukan oleh Pengelola Barang TR
' BMN harusj‘,> B
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- Evaluasi Kmelj]a BMN dlterapkan ketlka Kementerlan / Lembagaj
membutuhkan informasi tentang bagaimana portofoho BMN mereka berklner_]a 3
khususnya untuk mengmformasﬂ{an proses pengambﬂan keputusan pengelolaan :
BMN terkait: ‘ : : S : :

1. .perencanaan aset strategls untuk memenuh1 kebutuhan seluruh entltas- -
' pemerlntah pusat/ Kementerlan /Lembaga; - » Gius - L

2. keputusan perencanaan sebelum - pengadaan dan 1nvestas1 termasuk’

‘pendanaan/pembiayaan aset; -
keputusan penghapusan dan ra31onal1sas1 aset

. keputusan penggant1an / pengadaan baru;

. '\benchmarkmg klnerJa aset dan perbalkan terus menerus S

. oi.m"j-zs w

Evaluasi Kinerja - BMN juga dapat d1terapkan dalam hal berdasarkanéfi‘v

~ dalam proses penyusunan dokumen penganggaran khususnya alternatlf‘ o

.:‘keputusan pemellharaan renova31 restora31 'dan- overhaul aset dan/ atau L

k‘]"pert1mbangan Pengelola  Barang perlu untuk dllakukan Evaluas1 KmerJa BMN. .-

' Pertimbangan perlunya Evaluasi Kinerja BMN antara Ialn berdasarkan hasﬂ_f

Pr1ns1p pr1n31p ~dan unsur—unsur Evaluas1: Klnerja s

;;‘duntegramkan dengan s1k1us kebijakan pengelolaan "‘BMN “dan ' proses
.- pengambilan keputusan pada entitas pemerlntah secara’ menyeluruh guna e
- mendukung proses dan sistem penyelenggaraan tugas dan fun spserta layanan;_ JEer

s 'pubhk dari Kementerian /Lembaga

Dengan dem1k1an evaluas1 kmerJa BMN dan hasﬂ ana11s1snya harus ,
" dikelola dengan-baik dan berkelan_]utan Indikator yang, baik! dapat mendorong' o
©  tindakan yang tepat. Untuk meng1dent1ﬁkas1 karakterlstlk yang terkait dengan -

. penerapan sistem - pengukuran k1ner_]a yang. berhasﬂ seudaknya memenuhn.

unsur sebagai berikut:

, 1._1 Terdiri dari serangka1an langkah langkah pentmg yang fokus, b, S
2. "Menghasﬂkan laporan yang tepat Waktu dan berguna dengan blaya yang B
! efisien; - T B i
3. \‘Menampllkan dan menyedlakan 1nformas1/ laporan yang* dapat dlbaca )
7 ~ dipahami, dan digunakan oleh sebuah organisasi dan entitas lain; dan
" 4. Mendukung nilai organisasi dan hubungan yang d1m1hk1 orgamsas1
: dengan pelanggan, pember1 layanan, dan pemangku kepentmgan S

Evalua31 Klnerja BMN perlu d1pert1mbangkan untuk dapat d1terapkan
‘secara ‘mikro pada tingkat detail dan akurasi yang tinggi mlsalnya menghltung _

klnerJa BMN per lantai, per bangunan atau per portofoho tergantung pada_ -

: '1nforma31 kinerja yang d1per1ukan dalam proses pengambﬂan keputusan L

3 - Guna keseragaman gerak ‘dan langkah penerapannya tahapan k'
' 1mplementa31 dilakukan secara bertahap berdasarkan Surat Edaran Direktur

'iJenderal Kekayaan Negara. ~ R ey L ST q/




o terdapat 6 (enam) stakeholder pengelolaan BMN sebaga1 berlkut
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INDIKATOR PENGUKURAN KINERJA BARANG MILIK NEGARA

A Stakeholder Utama dalam Evaluas1 Kmerja BMN

, Dalam melakukan evalua31 k1nerJa BMN, evaluator harus fokus padai ’
. stakeholder pengelolaan BMN. Masing-masing. stakeholder merupakan§ .
' representasi kepentingan atas suatu aset. Dalam pengukuran kmer_]a BMN,

1. Otorltas lokal perwakllan masyarakat (Local Authorzty)

_Masyarakat sebagai pengguna layanan: pubhk tentu memegang peranan‘
_penting dalam melakukan evaluasi - kinerja “BMN. i Dalam’ sistem
pemermtahan di Indonesia, suara masyarakat telah d1wak11kan melalui
: lembaga perwakilan rakyat. Sehingga local authority atau otoritas lokal

yang dimaksud di sini ‘merujuk kepada institusi- ‘'yang mewakili - |

‘ masyarakat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsi . dari ‘otoritas lokal
adalah untuk menilai tercapamya publzc goals (tuJuan umum/ masyarakat)
atas adanya/dimilikinya suatu  aset. Suatu aset menjadl wajib- untuk

dimiliki/dipertahankan ketika aset tersebut. men3ad1 sarana. tercapamya - e

~ public goals Selanjutnya dalam Undang—Undang Nomor: 1 ‘Tahun 2004
. tentang ' Perbendaharaan Negara “telah - d1atur kewenangan
; pemlndahtanganan atas BMN sebaglan besar berada di Dewan Perwakilan
 Rakyat, khususnya untuk tanah dan/atau bangunan kecuali. untuk
beberapa hal yang dikecualikan berada di tangan Pernermtah yakm :
' a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
~ b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan penggantl sudah
| disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran At
dlperuntukkan bagi pegawai negeri; - . .
diperuntukkan bagi kepentingan umum; &5 ~ g
e. dikuasai daerah berdasarkan keputusan : pengadllan yang telah :
' memiliki - kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan -
 perundang- -undangan, yang jika status kepemﬂlkannya dlpertahankan 1
 tidak layak secara ekonomis. BEe T R R N R
Selain  itu, lembaga perwakﬂan rakyat Juga merupakan otontas yang -
memiliki kewenangan untuk menyetujui anggaran. yang diusulkan oleh
~ pihak eksekutif (pemerlntah) ‘Tentunya dalam konteks 1n1 terkalt dengan
‘ anggaran yang. d1aloka31kan untuk aset I S .

2. Pemilik Barang (Owner)

_ iBerdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Undang—Undang Nomor 17 Tahun

. 2003 tentang Keuangan Negara, diatur bahwa Pres1den selaku” Kepala
. Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara -
" sebagai baglan dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut
meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat
 khusus. Lingkup pengelolaan keuangan negara ini antara lain termasuk
pengelolaan BMN. BMN merupakan barang yang dibeli atau dlperoleh atas
‘beban APBN atau barang yang berasal darl perolehan lalnnya yang sah.
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Kekuasaan tersebut selanjutnya dikuasakan kepada Menteri Keuangan,
selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah. Selain itu juga dikuasakan
kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.

Pemilik barang (owner) harus dapat memastikan bahwa aset yang
dimilikinya berada dalam skala/tingkat keekonomian yang baik. Secara
teori, untuk aset yang menghasilkan pendapatan, maka pendapatan yang
dihasilkan harus dibandingkan dengan aset sejenis yang ada di pasar.
Sedangkan untuk aset yang tidak menghasilkan pendapatan, harus
dipastikan beroperasi secara ekonomis.

. Pembuat Kebijakan (Policy Department)

Pemerintah merupakan entitas pembuat kebijakan, dalam hal ini adalah
pemerintah selaku eksekutif berdasarkan kewenangan yang diberikan
oleh undang-undang kepadanya. Pemerintah termasuk Pengelola Barang
didalamnya, harus mampu mendesain sebuah kebijakan terkait aset yang
memiliki dampak sosial positif bagi masyarakat. Semakin besar dan positif
dampak sosial yang ditimbulkan oleh suatu aset, maka semakin layak
aset tersebut untuk dimiliki/dipertahankan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diatur bahwa Menteri
Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara. Kewenangan ini
selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
dilaksanakan oleh Pengelola Barang, yang secara tugas dan fungsi
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

. Pengguna Barang sebagai Area Developer and/ or Asset Manager

Area developer atau asset manager sebagai pengelola aset,
bertanggungjawab mengkaji berbagai peluang di masa yang akan datang.
Secara teori, area developer atau asset manager menentukan kebijakan
yang dinilai paling menguntungkan di masa yang akan datang.

Dalam pengaturannya, Pengguna Barang memiliki kewenangan dan
tanggung jawab untuk mengajukan permohonan penctapan status
penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan
penghapusan atas BMN yang berada dalam penggunaannya. Selain itu,
Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengamanan dan pemeliharaan
BMN yang berada dalam penguasaannya.

Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, sangat penting bagi
Pengguna Barang sebagai asset manager untuk menentukan kebijakan
yang dinilai paling menguntungkan di masa yang akan datang atas BMN
yang berada dalam penguasaannya. Definisi menguntungkan tentunya
tidak hanya dalam artian sempit dalam aspek keuangan /ekonomi berupa
penerimaan, namun juga melingkupi aspek sosial, kepentingan umum,
pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan aspek lain sesuai
prinsip penggunaan terbaik dan tertinggi (highest and best use). B
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5. Kuasa Pengguna Barang sebagai Property Manager

Kuasa Pengguna Barang sebagai Property manager merupakan pihak yang
bertanggungjawab untuk menilai kondisi teknis suatu aset. Aset harus
segera diperbaiki atau dihapuskan apabila secara teknis kondisinya tidak
memungkinkan untuk digunakan. Dalam hal Kuasa Pengguna Barang
menilai aset tersebut sudah tidak layak lagi untuk digunakan maka
segera untuk diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang.

6. Penyedia Jasa (Service Provider)

Penyedia Jasa (Service provider) adalah pihak yang menggunakan/
mengoperasikan aset. Dalam pelaksanaannya, pihak yang dapat
menggunakan/mengoperasikan aset antara lain:

a. Pengguna/Kuasa Pengguna Barang, dalam rangka penyelenggaraan
tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga;

b. Masyarakat, umumnya untuk BMN berupa infrastruktur yang
dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat;

c. Pengguna/Kuasa Penggguna Barang lain, dalam hal BMN sedang
digunakan sementara oleh Kementerian/Lembaga lain untuk
pemenuhan tugas/fungsi;

d. Pemerintah daerah, dalam hal BMN sedang dipinjam pakaikan kepada
pemerintah daerah untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintah
daerah;

e. Penyewa, dalam hal BMN sedang disewakan kepada pihak ketiga dalam
rangka optimalisasi, pengamanan dan/atau pendayagunaan aset;

f. Mitra pemanfaatan, dalam hal BMN sedang dikerjasamakan dengan
pihak ketiga dalam skema kerja sama pemanfaatan, bangun guna
serah/bangun serah guna, kerja sama penyediaan infrastruktur, dan
bentuk pemanfataan lainnya;

g. Pihak lain, dalam hal BMN sedang dioperasikan oleh pihak lain dalam
rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi
Kementerian/ Lembaga; dan/atau

h. Pengelola Barang, dalam hal BMN berada dalam penguasanaan
Pengelola Barang, baik karena penyerahan dari Pengguna Barang atau
sebab lain;

Pengguna Barang bertanggungjawab terhadap tingkat kepuasan pengguna
aset. Pengguna aset yang dimaksud di sini bisa berupa instansi
pemerintah, penyewa, maupun masyarakat umum.

Masing-masing pemangku kepentingan sebagaimana tersebut di atas,
mewakili masing-masing indikator kinerja yang dinilai. Local authority mewakili
aspek public goals, policy department mewakili aspek social result, service provider
mewakili aspek user satisfaction, property manager mewakili aspek technical
condition, owner mewakili aspek financial result, serta area developer/ aset
manager mewakili aspek future opportunities.
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B Panduan Umum Bvaluasi Indikator Kinerja Barang Milik Negara

pengukuran yang digunakan yaitu: -
" 1. Kepentingan Umum, =~

‘Manfaat Sosial, . S Ll

. Tingkat Kepuasan Pengguna, -~~~

Potensi Penggunaan Masa Depan, L

. Kelayakan Finansial/Ekonomi, dan o

. Kondisi Teknis. . R T

. Dalam melakukan Evaluési“ 'Kinérja\;f BMN; :teifdapéit}j6f€f(@:ﬁam): indikatof'éd  '

oA W

" Sctiap indikator terdiri dari 1 (satu) atau lebih dimensi, (sub indikator).
Untuk setiap indikator, skor memperhitungkan sejumlah dimensi (sub indikator), N
yang digabungkan sesuai.metodologi vang digunakan. - o SRR i

o ~ Setiap dimensi dinilai secara terpisah pada ska’tla?'fdrdihgl;‘tertﬁentu yang
sudah’ dibuat oleh evaluator sebelumnya, sesuai dengan kriteria yang tepat yang.
 ditetapkan untuk setiap dimensi. Untuk mendapatkan skor' tertentu untuk {

sebuah dimensi, setiap unsur yang harus ‘dicapai dalam persyaratan penilaian

‘harus dipenuhi. Jika hanya sebagian persyaratan yang terpenuhi, maka skor
yang lebih rendah harus- diberikan bersamaan dengan pencapaian semua
‘persyaratan untuk peringkat kinerja yang lebih rendah. Skor terendah berarti -
‘bahwa dimensi yang diukur menunjukkan tingkat kinerja rendah atau tidak ada.
 sama sekali, atau bahwa tidak ada cukup informas'i‘yangfterSédié; untuk menilai. -
 dimensi tersebut. N e L -

Dalam melakukan penilaian, kemungkinan terdapat dua situasi di mana
tidak ada nilai yang dapat dialokasikan ke indikator atau dimensi:: -~ e
' 1. Tidak berlaku (Not Applicable/NA). . AR
dengan kondisi aset sehingga penilaian atas indikator 'ini: tidak berlaku.
 Dalam kasus seperti ini maka indikator atau dimensi tersebut di beri skor
_ 'NA'. Dalam kasus di mana satu atau lebih dimensi atau indikator -
" multidimensi tidak berlaku, evaluator melakukan: evaluasi seolah-olah -

' Dalam beberapa kasus, terdapat‘ihdikatof at'audi‘ni{efnsi;fyéﬁg tidak sesuai

"~ dimensi "tidak'da‘pét"diterap‘kan"atau“"ti,dak ada. Sehingga skor tetap harus L5

dialokasikan kepada indikator tersebut meskipun salah satu dimensinya

mendapatkan skor “NA”. Misalnya, BMN yang dievaluasi kinerjanya adalah

. BMN berupa bangunan gedung rumah " sakit pemerintah, maka pada

_indikator manfaat sosial, dimensi yang harus diukur adalah dimensi (sub
_ indikator) tingkat kesehatan lingkungan dan “kesehatan masyarakat
~ disekitar objek yang. dievaluasi,' sedangkan, dimensi tingkat pendidikan =

. masyarakat menjadi tidak berlaku (NA) untuk d1ber1kanskor :

2. Tidak digunakan (Not Used/NU).. . . ) R
- Dalam beberapa  kasus, mungkin diputilskari‘ dengan ~alasan tertentu
. bahwa indikator atau dimensi tertentu tidak akan digunakan. Misalnya,
BMN yang dinilai adalah BMN yang tidak menghasilkan. Pendapatan
Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga dimensi yang digunakan adalah

‘dimensi terkait dengan aset yang non income gerie_rati:ng,:sehingga untuk

' dimensi income generating menjadi “NU”. - . 5 !
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: Penggunaan NA dan NU dapat d1ter1ma dalam laporan pengukuran klnerja :
BMN sepanjang  terdapat informasi’ yang - memadai yang diungkapkan oleh

- evaluator yang menjelaskan tentang. alasan pem111han penggunaan “NA dan NU”. ‘-
‘i"_Evaluas1 kinerja BMN hanya dapat -diselesaikan . jika dua - pertiga - indikator .
* Kinerja telah tersedia informasi skornya, namun harus disebut sebagal penllalan o

. ,' C Pemlalan Indlkator Mult1 D1mens1

kinerja parsial’, ‘untuk membedakan pen11a1an dar1 penerapan metodologl -
) Penllalan Kmer_]a BMN yang komprehens1f ' : e

Sebaglan besar 1nd1kator mem111k1 d1mens1 terp1sah :masmg-mamng;

dimensi harus dinilai -secara’ terpisah. Skor keseluruhan untuk: indikator i ‘
didasarkan pada skor untuk dimensi individual. Nilai untuk beberapa dimensi -

. digabungkan ke dalam skor total untuk indikator menggunakan metode Weakest
- Link (WL)/Poin Terlemah  atau metode Averaging (AV)/E Poin ° Rata—Rata Setiap
. indikator d1ukur dengan menggunakan : metode yang sudah d1tentukan;v

sebelumnya = : B R I ‘

~ Metode yangzaipefguﬁakan?daim,pe‘ngukufa?n’setiap’iiria\ieé

-1, Metode dimensi terendah (weakest dzmenszon)

. Metode ini dlgunakan terhadap indikator yang multldunensmnal dlmana‘ =
- jika terdapat poin ‘lemah pada salah satu dimensi akan menyebabkan
dimensi-dimensi_yang lain juga ‘menjadi’ lemah/rendah pencapauannya‘:
,mesklpun dimensi- dlmen31 lain tersebut memiliki pencapa1an ‘yang tinggi.:
- " Dengan kata lain, metode ini dlgunakan jika terdapat poin lemah pada
. dimensi yang saling berhubungan Langkah- langkah dalam menentukan
" skor indikator agregat adalah sebagai berikut: - RN Ry
"~ a. Setiap dimensi dinilai secara terp1sah dan d1ber1 fskor pada skala'
-+ kalibrasi yang sudah ditentukan. - : " Pl .
b Skor agregat untuk 1nd1kator adalah skor terendah {yang dlberlkan i
B '(_untukd1mens1apapun R o S
~ . c. Dalam hal dimensi lam mendapat n11a1 leblh tlnggl' sebuah
o d1tambahkan ke nilai indikator.
d. Catatan: TIDAK d1perbolehkan mem111h skor untuk salah satu d1mens1
- dengan skor lebih- t1ngg1 dan menambahkan untuk dlmen31 pen11a1an :
-,vyang lebih: rendah “ . BRI TR :

J;':‘ 2 Metode rata-rata (Average/AV) ; - 2 P L
" Skor indikator agregat yang d1ber1kan dengan menggunakan metode ini

'didasarkan pada perkiraan rata- rata . skor untuk . dimensi individual
“indikator. Penggunaan metode ini untuk-indikator’ multldlmen31 d1mana’, .
" gkor rendah pada satu dimensi indikator tidak serta merta mengurang1 :
. “dampak skor tinggi pada dimensi lain dari 1nd1kator yang sama. Meskipun -
~ semua ‘dimensi indikator berada ‘dalam area yang sama; pada dimensi
tertentu pencapalan yang tinggi pada beberapa dlmenm individu dapat - )
terlepas dari yang lain. Langkah- 1angkah dalam menentukan skor -
”mdlkator agregat adalah sebaga1 berlkut SRR P : S
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indikator ‘evaluasi kinerja BMN ' yang mewaklh masmg-masmg pemangku-
kepentlngan antara 1a1n sebagal ber1kut Lo Sy : ,

1.

Cd Peraturan Pres1den Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan’

. 'Menunjukkan tren;
. Diukur secara Jelas
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a. Setlap dlmens1 d1n11a1 secara terplsah dan 'd1ber1:':"skor pada skala

kalibrasi tertentu. -

b. Untuk nilai 1nd1kator menggunakan metode rata—rata yaltu, apakah )

ada dua, tiga atau empat dimensi untuk 1nd1kator Sk ; e
c. Masukkan skor keseluruhan yang sesuai untuk 1nd1kator ‘

Secara umum, “indikator yang baik mem111k1 kntena antara 1a1n
Diterima oleh dan bermakna bagi pengguna 1nforma31 5
Mengetahui seberapa baik tUJuan dan sasaran: terpenuh1 ;
Sederhana, mudah d1mengert1 logls dan berulang‘

Memungklnkan pengumpulan data secara ekonom1s
Tepat waktu; dan + : st
. Sensitif dengan kondlsl sekltar

. ?/

 Sesuai dengan pemangku kepentmgan pengelolaan BMN i maka 1nd1kator— o

Ind1kator Kepentmgan Umum

Secara sederhana dapat d1art1kan bahwa kepentmgan umum dapatf
“dikatakan untuk keperluan, kebutuhan atau: kepentmgan ‘orang banyak
‘atau tujuan yang luas. Kepentingan umum adalah termasuk kepentingan:
"bangsa dan negara serta kepentingan bersama’ dari rakyat dengan . -
memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologis atds dasar asas-asas
Pembangunan Nasmnal dengan mengmdahkan KetahanantNasmnal serta

- Wawasan Nusantara. - LR : o S

Indikator kepentlngan umum d1ukur dengan memperhatlkan peraturan: '
perundang—undangan yang mengatur tentang kepentlngan umum, seperti: -

Cooa UU Nomor 2 -Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagls

Pembangunan Untuk Kepentingan ! Umum. -

'b. Peraturan ‘Pemerintah Nomor 27 Tahun 20 14 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/ Daerah

¢. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan,

. Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana: telah diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018

- Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan - Untuk Kepentmgan Umum

- sebagaimana telah. diubah beberapa kali- terakhir dengan Perpres

Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima' Atas Peraturan

Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan j

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentmgan Umum ,
‘e. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 4 Tahun 2007 tentang

’ KekayaanDesa ‘ : . R I S : 7




R ‘MENTERI KEUANGAN
iREPUBLlK lNDONESlA

-10—;

A Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan '
Tanah Bagi . Pembangunan = Untuk Kepentmgan Umum, definisi -
kepentingan umum adalah kepentmgan bangsa, negara, dan masyarakat 2
yang harus dlquudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar—besarnya
untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya dljelaskan dalam ~Peraturan
Presiden Nomor 148 Tahun 2015 kepentmgan umum adalah keppntlngan

* bangsa, negara, dan masyarakat yang harus d1wu3udkan oleh pemerlntah .
- dan digunakan sebesar—besarnya untuk kemakmuran rakyat

. Dalam penJelasan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun‘ 20 14 tentangf
Pengelolaan. Barang Milik Negara/Daerah, “kepentmgan umum adalah

- kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara masyarakat

luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentlngan ‘pembangunan,
termasuk diantaranya keglatan Pemerintah Pusat/ Daerah dalam lingkup:
hubungan persahabatan antara negara/ daerah dengan negara lain atau

masyarakat/lembaga internasional. Kategon bldang keglatan yang3

termasuk untuk kepentingan umum antara lain: - ,
a. jalan umum termasuk akses Jalan sesua1 peraturan perundangan,‘
jalan tol, dan rel kereta api;

~ b. saluran air minum/air bersih dan /atau saluran pembuangan air;

- c. waduk, bendungan dan bangunan pengalran lamnya termasuk: :

saluran irigasi; - - Ei , .
rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat

- pelabuhan, bandar udara, stasmn kereta ap1 atau termmal
tempat ibadah; =~ - : (R

sekolah atau lembaga pendldlkan non komer51al e >
‘pasar umum; - . el x
fasilitas pemakaman umum; - R B |
fasilitas " keselamatan umum, antara laln tanggul,penanggulangan‘
bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana; = . R
sarana dan prasarana pos dan telekomun1kas1
sarana dan prasarana olahraga untuk umum; - . - "

~ m. stasiun penylaran radio ‘dan televisi . beserta sarana pendukungnya .

untuk lembaga penylaran publik; R g

n. kantor pemerlntah pemerintah daerah perwakllan negara asmg, '
_ Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lembaga 1nterna31ona1 di bawah ‘

naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa; -

fasilitas. Tentara Nasional Indonesia dan Kepohs1an Negara Repubhk

Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsmya : .

rumah susun sederhana; S

tempat pembuangan sampah untuk umum

cagar alam dan cagar budaya;

promosi’ budaya nasional;

pertamanan untuk umum

panti sosial;

lembaga pemasyarakatan dan , : o SHEEI

. pembangkit, turbin, transmisi, dan distribusi tenaga *hstrik termasuk
instalasi pendukungnya yang. merupakan satu kesatuan yang tidak >
dapat terplsahkan o R TSN

el e ' R N R e T

-

o

s$c¢¢ﬁ9@
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D1samp1ng itu, aspek aspek lain yang menjad1 pembatasan berdasarkan
peraturan - perundang—undangan juga’ termasuk dalam 1nd1kator ,
kepentingan umum 1n1 antara lam g : : '

a. RahasmNegara - - e C e
Sebagalmana diatur dalam- Peraturan Pemermtah Nomor 27 Tahun

2014 tentang Pengelolaan BMN/D bahwa BMN yang ‘merupakan

rahasia negara . tidak  dapat dlmanfaatkan . dan/atau

d1p1ndahtangankan, _sehmgga dalam rnelakukan pengukuran kinerja . .

' BMN -perlu Juga memperhatlkan apakah BMN tersebut,rahasm negaraf
Wataubukan LT : SR T SRR e : ,
b. Alat utama sistem’ senJata : : e e T .
 Sama halnya dengan ‘alat utama s1stem senJata d1 lmgkungan
Kementerlan Pertahanan- dan Tentara Nasional . Indones1a (TNI). -
Sebagaimana diatur dalam- Peraturan Menteri Pertahanan ‘Nomor 36,
Tahun 2015 tentang Penilaian BMN' Alat Utama Slstem Senjata -di
Llngkungan Kemhan dan TNI alutsista adalah alat peralatan utama
beserta pendukungnya yang merupakan suatl ‘sistem senjata yang .
mem111k1 kemampuan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI

c. Kawasan hutan - _ i R |
'Hutan sebagai modal pembangunan nasmnal mem1hk1 manfaat yangi '
nyata bagi kehldupan dan penghldupan bangsa Indones1a baik
‘'manfaat ekologi; sosial budaya maupun ekonomi, ‘secarad selmbang dan
dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dlkelola, d1hndung1 dan
dimanfaatkan ~ secara berkesmambungan : bag1 _ kesejahteraan
masyarakat Indonesia, ba1k generasi: sekarang maupun yang akan.
datang.” Untuk men_]aga ‘terpenuhinya keselmbangan ~ manfaat
lingkungan, ‘manfaat sosial budaya dan manfaat ekonomi, Pemerintah,
menetapkan  dan mempertahankan kecukupan luaskawasan hutan
dalam daerah aliran sungai dan® atau- pulau dengan sebaran yang
‘proporsmnal Undang- Undang ‘Nomor ~Tahun 1999 - tentang
Kehutanan sebagaimana. telah dlubah dengan Undang Undang Nomor.
19  Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemermtah Pengganti’
UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadl Undang-. E

- .Undang beserta aturan pelaksanaannya mernberlkan pengaturan
pengaturan-:yang luas tentang hutan dan kehutanan termasuk
sebagian menyangkut konservas1 sumber daya ' hayat1 dan
ekosistemnya." : - : B :

' Dengan demikian, untuk melakukan pengukuran klnerja dengan 1nd1kator‘
; Kepentmgan Umum, maka terlebih- dahulu. memperhatlkan ‘peraturan
, perundang—undangan yang terkait, seperti kepentmgan umum, proyek.
‘strategis nasional secara luas, kawasan hutan, rahasia negara dan/atau
alutsista. Hal ini juga termasuk pembatasan pembatasan dan 1arangan-

g larangan yang ada dalam pengaturan masmg masmg sektor ‘7
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2. Indikator Manfaat Sosial - o S . |
- ‘Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi manfaat sosial
- dari sebuah aset, baik secara langsung maupun tidak langsung. Aset
publik adalah salah satu sumber daya yang memegang peranan penting
dalam pemberian layanan publik dalam rangka proses pembangunanyang .=
' menjadi tanggung jawab pemerintah. Untuk itu, dalam rangka evaluasi R
" kinerja aset publik, salah ‘satu metode yang dapat digunakan adalah =
" dengan melihat keberhasilan indeks pembangunan dimana ‘objek yang
dievaluasi berada sebagai,pjc_njel‘rriaan dari indikator. manfaat sosial. e
Indikator pembangunan yang ‘meningkat berdasarkan indikator sosial L
kadangkala terindikasi oleh pendapatan per kapita -sutu negara yang .
meningkat dalam kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa

' jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan absolut tidak =~

meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang. .
‘Untuk mengevaluasi kebijakan " pemerintah  dalarn . perkembangan S
- pembangunan dalam arti luas, dapat digunakan indikator 'ekonomi yang- -
umum seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan produk domestik bruto. - -
Selain itu, juga dapat menggunakan sejumlah  indikator yang secara . -
‘langsung dapat mencerminkan taraf kesejahteraahgfrgkyatf dan kualitas

hidup penduduk. S

" Beberapa indikator yang dihéifépkan dapat memberlkan gambaran sekilaé
tentang kualitas hidup penduduk tersebut antara lain: : 17 L

a. Indeks Mutu Hidup (IMH), merupakan komposit yang populer karena :
- kesederhanaannya, disusun dari tiga indikator yaitu Angka Kematian, L
‘Bayi, Angka Harapan Hidup Umur Satu Tahun dan Angka Melek =~
Huruf. Skala IMH terletak antara 0 dan 100; s S , et
b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), merupakan indikator komposit
 yang terdiri dari tiga macam. indeks: Indeks Angka ‘Harapan Hidup,’

Indeks Pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama ‘sekolah) dan
Indeks Daya Beli. Skala IPM terletak antara O sampai dengan 1-atau O )
sampai dengan 100. . . S T TR o
 Sedangkan disisi lain, kesejahteraan juga dapat ‘merefleksikan manfaat
' sosial yang dapat dihasilkan oleh suatu aset ‘publikipada kawasan
" ‘tertentu dimana aset tersebut berada. Kesejahteraan meliputi seluruh
bidang kehidupan manusia.” Mulai dari ekonomi, sosial, budaya, iptek, ' .
hankamnas, dan lain sebagainya. Bidang-bidang kehidupan tersebut
meliputi jumlah dan -jangkauan ‘pelayanannya: Pemerintah memiliki
kewajiban utama dalam rangka: meningkatkan;*k;esleja'hte'raa’n. rakyatnya -
‘sebagai bagian dari layanan publik. Adapun tingkat kesejahteraan dapat .
- terlihat pada 3 (tiga) indikator utama yaitu: o i

‘a. Jumlah dan pemerataan pendapatan. - R L o
Pendapatan berhubungan ‘dengan lapangan kerja, kondisi usaha, dan
faktor ekonomi lainnya. Penyediaan lapangan kerja mutlak dibutuhkan =

' agar masyarakat memiliki ‘pendapatan tetap - untuk ‘memenuhi
kebutuhan hidupnya.’j_:;‘» S RN o r/ =
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Faktor-faktor tersebut sering menjadi indikator umum kesejahteraan, =
dimana salah satu tanda masih belum sejahteranya ‘suatu kehidupan R Rl
masyarakat -adalah’ jumlah ~dan sebaran pendapatan yang mereka L
terima. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar
masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya
~mampu meningkatkan jumlah pendapatan. yang : mereka terima.
Dengan adanya pendapatan, masyarakat dapat: melakukan transaksi

ekonomi. R R S e e ' .

. Pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau. - i ‘
- Pengertian - mud: | | \, ' ilai yang harus: 0o
dibayarkan oleh masyarakat. ‘Pendidikan yang mudah dan murah
‘merupakan impian semua orang. Dengan ‘pendidikan yang murah dan
mudah itu, semua orang dapat dengan mudah mengalkses pendidikan =
setingg-tingginya. - Dengan pendidikan ~yang/ tinggi:: itu, kualitas
sumberdaya manusianya semakin - meningkat. Dengan - demikian
kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan . yang ' layak semakin.
terbuka. Berkat kualitas sumberdaya manusia ;. yang tinggl ini,
lapangan kerja yang dibuka' tidak lagi berbasis kekuatan' otot, tetapi- ‘
_lebih banyak menggunakan kekuatan otak: Sekolah dibangun dengan,
jumlah yang banyak dan merata, disertai dengan peningkatan kualitas, :
serta biaya yang murah. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan
‘tidak hanya terbuka bagi mereka yang memiliki- kekuatan ekonomi,
" atau mereka yang tergolong cerdas saja. Tapi, semua orang diharuskan
 untuk memperoleh pendidikan - setinggi-tingginya. ; Sementara ' itu, -

-sekolah juga mampu memberikan ' layanan: pend1d1kan yang _Sesuaj_ e 0

mudah disini dalam ‘arti jarak dan n

~ dengan kebutuhan peserta didiknya. =~

Pendidikan disini, baik yang bersifat formal maupun non formal. Kedua f
" jalur pendidikan ini memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama

dari pemerintah  dalam ‘memberikan layanan:: pendidikan ‘kepada
masyarakat.  Angka melek huruf menjadi ‘semakin tinggi, karena ZRTE T
masyarakatnya mampu menjangkau pendidikan dengan biaya murah. .. ;o
Kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk -

mengakses pendidikan, serta mampu menggunakan, pendidikan itu
untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya. - T N S
. Kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata. ' '
‘Kesehatan - merupakan faktor untuk ‘mendapatkan ;pendapatan dan
- pendidikan. Karena itu, faktor ‘kesehatan  ini harus ‘ditempatkan
‘sebagai hal yang utama dilakukan ‘oleh pemerintah; Masyarakat yang T
sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan dirinya. Jumlah dan
" jenis pelayanan -kesehatan harus sangat banyak: Masyarakat yang . i
“membutuhkan layanan kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu.
~ Setiap saat mereka dapat mengakses layanan' kesehatan yang murah'
_dan berkualitas. Lagi-lagi, ini merupakan kewajiban, pemerintah yang -
tak bisa ditawar-tawar lagi. Apabila masih banyak keluhan masyarakat-
" tentang layanan kesehatan, maka itu pertanda bahwa suatu negara

masih belum mampu mencapai taraf "k¢sejal{te:raanfygng diingihkan?’/r '
oleh,rakYatgyg:-: o T S ,
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Ketiga 1nd1kator tentang kesejahteraan s031a1 ini - dapat menjadl faktor
“penentu dalam usaha-usaha yang dllakukan oleh semua plhak dalam -
mencapai kesejahteraan. P .

“Baik indikator keberhasﬂan pembangunan rnaupun 1nd1kator tlngkat.

kesejahteraan masyarakat dapat diukur dan. dlperoleh ‘datanya dari
~ informasi statistik yang ter$edia, maupun melalu1 metode pengumpulan |
~data yang prlmer yang dllakukan sendm oleh evaluator : k -

‘Dari. penjelasan di atas, d1harapkan evaluator dapat menjelaskan dan
mengana1131s _ seluruh  indikator-indikator pembangunan - tingkat
. kesejahteraan masyarakat dengan mengatr1bus1kannya kepada aset
publik yang ada di suatu kawasan tertentu.. Pengatr1bu31an ini dlharapkan :
- dapat merefleksikan’ manfaat sosial yang telah d1ber1kan oleh aset publik -
kepada masyarakat di sekitarnya.. L e R ‘

‘Identifikasi dlmenS1 manfaat s031a1 Juga perlu mehngkup1 1ndent1ﬁka31
kesesuaian - penggunaan BMN dengan ‘tugas dan fungs1 Kementenan/
Lembaga secara luas. Sebagaimana ‘telah ‘diurajkan ‘dalam bagian
pemangku kepentingan evaluasi kmer_]a BMN, Pemerlntah (Policy
department) selaku eksekutif, harus mampu : mendesam sebuah kebijakan
terkait: aset yang. memiliki - dampak sosial pos1t1f bag1 masyarakat
Pencapalan tujuan dapat diukur dengan keberhasﬂan pencapalan tugas.: -
dan fungS1 pemerintah (dalam hal ini tugas dan fungs1 kementerlan/ -
Lembaga). Sehingga semakin besar dan posmf dampak yang ditimbulkan:
“oleh suatu aset dalam pencapaian tugas dan fung81 maka semakln layak
aset tersebut untuk d1m111k1/ dlpertahankan i ,

3. Indlkator T1ngkat Kepuasan Stakeholder

Secara teon penentuan kuahtas layanan dapat d1t1n]au dan l1ma dlmenS1,

a. ’Kehandalan (Relzabzllty), yaltu aset menlngkatkan kemampuan untuk
, membenkan pelayanan yang sesuai dengan janji yang ¢ dltawarkan = '
b.. Daya tanggap (Responsweness) yaltu aset mendukung t1ngkat respon: ’
© atau ke31gapan dalam membantu pengguna layanan dan membcnkan :
pelayanan publik yang cepat dan tanggap. © | T I

c. Jaminan (Assurance) yaitu aset membantu menmgkatkan kemampuan
’ pemberl layanan atas pengetahuan terhadap produk/ jasa secara tepat,
©kualitas - keramahtamahan, perhat1an ~ dan - kesopanan . ‘dalam =
memberikan pelayanan, keterampilan dalam membenkan informasi,
'kemampuan dalam memberikan keamanan dalam memanfaatkan jasa
yang ditawarkan, dan kemampuan dalam menanarnkan kepercayaanv
~ pelanggan terhadap perusahaan. D |
d. Empati (Empathy), yaitu. aset membantu pemben layanan untuk. R
" memberikan perhatian secara individual- kepada pengguna layanan"v_ S
- publik 'seperti kemudahan untuk menghubung1 unit organlsa51 yang - '
bersangkutan, kemampuan pemberi- layanan untuk ‘berkomunikasi B
dengan  pelanggan dan usaha organ1sas1 pubhk untuk memahamg/ L
kemglnan dan kebutuhan pelanggan : R 8
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e. Penampakan fisik (Tangibles), yaitu meliputi penampilan fasilitas fisik
aset seperti bentuk gedung dan ruangan front office, tersedianya
tempat parkir, kebersihan, kerapihan dan kenyamanan rueangan,
kelengkapan peralatan komunikasi, dan penampilan unit organisasi
secara keseluruhan.

Kepuasan konsumen dapat diidentifikasi dari persepsi konsumen
terhadap harapannya yang telah terpenuhi atau terlampaui. Kepuasan
konsumen akan terjadi setelah tahap pembelian dan setelah tahap
pemakaian. Adapun proses evaluasi setelah pembelian adalah kepuasan
yang akan tercapai bila terjadi kesamaan antara pengalaman dalam
mendapatkan dan menggunakan produk, dengan harapan yang
diinginkan oleh konsumen terhadap kualitas dari produk yang
didapatkan. Dengan kata lain, tingkat dari performa produk yang
diharapkan untuk tercapainya kepuasan konsumen dipengaruhi oleh
faktor-faktor kualitas seperti:

a. Fungsionalitas (Performance) adalah faktor yang terkait dengan aspek
fungsional dari aset. Sub indikator ini menganalisa apakah aset
tersebut sudah berfungsi sesuai dengan tujuan dibuatnya aset
tersebut.

b. Fitur-fitur (Features) adalah faktor yang terkait dengan pilihan-pilihan
dan pengembangannya, dalam hal ini adalah desain bangunan, dimana
konsumen dihadapkan pada pilihan-pilihan desain dan pengembangan
desain bangunan yang dapat dinikmati oleh pengguna layanan publik.

c. Kehandalan (Reliability) adalah faktor yang berkaitan dengan tingkat
kegagalan dalam penggunaan aset. Dimensi ini memerlukan analisis
yang lebih mendalam dan waktu yang lama karena memerlukan jangka
waktu panjang untuk dapat mengetahui keandalan dari fungsi aset itu.

d. Keindahan desain (Aesthetics) adalah faktor yang berkaitan dengan
desain dan pengemasan dari aset sehingga dapat dirasakan oleh
pengguna layanan publik.

e. Daya tahan (Durability) adalah faktor yang berkaitan dengan daya
tahan atau masa pakai dari aset. Dalam hal ini daya tahan dimaksud
antara lain daya tahan lantai, kusen, dinding, dan lain-lain untuk
bangunan.

f Kemudahan mendapatkan layanan (Serviceability) adalah faktor yang
terkait dengan kemudahan pengguna layanan publik  untuk
mendapatkan layanan yang diberikan oleh aset tersebut. Bila cikaitkan
dengan aset bangunan maka termasuk didalamnya sarena dan
prasarana, serta faktor lokasi.

g. Kesesuaian (Conformance) berkaitan dengan tingkat kesesuaian aset
terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya bercdesarkan
keinginan pengguna layanan. Terkait dengan faktor ukur ini, maka
standar pemenuhan kesesuaian layanan yang telah ditetapken baik
untuk faktor kualitas produk, desain, lokasi, serta sarena dan
prasarana oleh pihak terkait merupakan bagian dari faktor ukur ini. o
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h Kuahtas layanan (Percewed qualzty) adalah faktor yang berkaltan'

dengan kualitas yang dirasakan pengguna. layanan contohnya adalah

- untuk memngkatkan harga diri, dan moral. Dengan ‘adanya layanan

tersebut, pengguna layanan merasa d11ayan1 d1pe11hara dan dijaga oleh
negara. . : : , : :

; 4 Indikator Poten81 Masa Depan

Setiap aset secara 1nd1v1du mempunya1 peran yang berbeda dalam
" mendukung - tugas dan fungsi Kementerlan/ Lembaga .serta memiliki
. tingkat kepentingan’ atau’ kekritisan yang berbeda.: Dengan demikian, aset

- terutama gedung dan bangunan harus d1k1a31ﬁka51kan dalam hal peran |

operasional . dan kekr1t1sannya terhadap pember1an layanan untuk:

b memberikan ‘fokus pada prioritas . dalam pengukuran klnerja aset.. - i
D1feren31as1 ini membantu dalam: s Lt o ‘
a.

'b.

c.
d.

menyedzakan alat untuk menganal131s 1nforma51 }klnerja berdasarkani
_]enls dan kekr1t1san aset bangunan el ‘

memungkmkan Kementerian / Lernbaga untuk menargetkan bangunan
tertentu untuk penllalan kinerja dan pemantauan L ‘

menetapkan pr1or1tas alokasi sumber daya dan

“mencapai keselmbangan antara blaya dan rnanfaat pengukuran b

e kmer_]a e

Adapun dlmen31 yang dlgunakan dalam kategon 1n1 antara la1n

- a.

Kategon Aset

: IMembangun aset harus d1ber1 kategor1 yang mencermlnkan ‘peran aset

‘dalam mendukung pember1an layanan atau tuJuan lamnya Informasi
kinerja harus d1pert1mbangkan dalam konteks' peran’ operas1ona1 aset

 untuk membantu dalam mempr1or1taskan pemngkatan kinerja di .
~seluruh portofoho aset bangunan D1men31 (sub 1nd1kator) di bawah ini

menunjukkan kategori ~minimum yang akan dlgunakan saat

: mengk1a31ﬁka31kan aset bangunan, antara 1a1n

1) Aset operas1ona1 -yaitu- aset yang' dlgunakan ‘secara operas1onal :
langsung = dalam pemberian layanan - pemermtah (misalnya

bangunan utama gedung rumah- sakit, ruang kelas pada komplek '

sekolah; bangunan gedung kantor pohs1)

-2) Aset tambahan, yaitu aset yang d1gunakan untuk fung31 pendukung

(misalnya- gudang peny1mpanan gedung adm1n1stra51 tambahan,
- .gedung genset) SR SRR ‘
3) ‘Aset non - operasmnal yaltu aset yang berleblh atau d1hent1kan

-»penggunaannya karena dalam kondisi rusak berat (mlsalnya aset L

‘yang menunggu proses penghapusan).

"~ 4) Aset yang diatur secara khusus, d1kel'ola berdasarkan peraturan RS

perundangan -undangan khusus, (rmsalnya aset wansan seJarah
dan aset budayaj. SO DEREP




5 Ind1kator Kelayakan F1nan51a1/ Ekonorm . : .
| :Studl kelayakan ﬁnans1al adalah pemlalan aspek ﬁnan31a1 dar1 sebuah

% ~nilai uang yang baik dalam pengelolaan tanah dan ban
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b. Slgnlﬁkans1 Aset

Berdasarkan kategor1 81gn1ﬁkan31 aset tldak semua aset bangunan -
- sama. pentmgnya ‘Menetapkan penting atau t1daknya suatu aset
terhadap tujuan pemberlan layanan. menetapkan tmgkat dlferen31a31 i

~ dan relativitas lain untuk memungkinkan interpretasi’ 1nforma51 kinerja
~ yang lebih baik dan untuk memusatkan perhatlan pada area tindakan
prioritas. Dimensi (sub ‘indikator) di bawah ini menunjukkan skala ..~

penilaian  signifikansi = . aset yang akan dlgunakan ‘saat
;mengklas1ﬁka31kan aset Kementenan / Lembaga '

‘ Pen11a1an kekritisan harus mempertlmbangkan hall benkut
1) pentmgnya aset untuk pemberlan layanan 1nt1 kepada pubhk

2) konsekuensi dalam . hal -risiko terhadap kegagalan pemberlan:

layanan dan kemudahan penggantlan aset.

‘ vAdapun dimensi (sub 1nd1kator) dari 31gn1ﬁkas1 aset sebagal berlkut

1) Vital untuk pemberlan layanan publik. Profil aset t1ngg1 dan sangat
‘sulit untuk mengganti atau menemukan _alternatif pemberian
layanan jangka pendek _]lka aset tersebut ; rusak sehmggai
dampaknya akan sangat meruglkan R HEi :

. 2) Penting untuk pembenan layanan pubhk namun-d‘alam hal terjadli
' kegagalan aset, aset alternat1f penggantl b1sa dldapatkan dengan :
cukup cepat e e - RIRE P E : ,

B 3) Pemberlan layanan tldak terlalu terpengaruh tanpa 1mp11kas1 besar

dan aset alternatif sudah tersedia.

4) Fungsi pendukung ‘saja dan, tidak berdampak langsung pada‘
- pemberian layanan. Alternatif aset penggantl 'sudah tersedla o

5) Tidak ada dampak pada pemberlan layanan Aset- mungkm surplus
-atau terdaftar sebaga1 aset bersejarah /3 warlsan budaya

Setelah evaluas1 atas” kedua dimensi (sub 1nd1kator ;"'tersebut d1atas
aset kemudian dapat dlkategorlkan menjadl ‘ S

1) Banyak alternatif penggunaan. lain di masa depan ,
 2) Sedikit alternatif penggunaan lain di masa depan atau i
- 3) . T1dak ada alternatlf penggunaan laln d1 masa depan, -

aset yang dievaluasi kinerjanya. - Indikator; : kelayakan finansial
mempertlmbangkan banyak hal termasuk belan_]a modal awal sebagai

biaya perolehan aset, biaya operaswnal ‘biaya pemehharaan ‘biaya -
. renovasi/restorasi/ rehabilitasi/ overhaul, pendapatan dari aset, dan biaya .
pelepasan (disposal). Bagian lain dari studi kelayakan ﬁnans1a1 juga dapat ‘

fokus pada satu aset atau area tertentu, atau pada sekelompok aset. ,
Untuk mencapai nilai- terbalk bagi Pemerlntah Pengelola ‘Barang perlu

‘melakukan pengujian dengan memperhatikan prinsip ‘nilai uang dalam “

mengelola aset khususnya tanah dan bangunan. Faktor kunci pr1n31pb
gunan mehputl o
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oA Pendekatan manajemen 51k1us hldup (llfe cycle) yang mencermlnkan
seluruh b1aya hidup dari sebuah aset; o Lo 3
b. Integra31 strategi investasi. ‘aset dengan pengambllan keputusan d1‘
seluruh 1eve1 orgamsa31 pemermtah manajernen dan perencanaan
. .strategls o - S B s :
- C. Pendekatan mana_]emen portofoho untuk mencapal eﬁ31en31 dar1;
o perspektlf program dan’ mana_]emen T o Lo : »
~~d. Tata kelola yang ‘efektif, mehbatkan pendelegasmn wewenang yang Jelas "
berdasarkan kebutuhan, - kapa51tas dan rez1m yan mendukung =
AR akuntablhtas dan responsibilitas; s S :
e.- Informa31 klner_]a dan pelaporan yang ba1k dan
f. D11engkap1 dengan manajemen r131ko e

: T1ga elemen utama yang sering menJad1 dasar pengu_]lan untuk mencapal '
 nilai uang adalah finansial, efisiensi, dan efekt1v1tas Untuk itu, dalam‘ ‘
mengukur indikator ini, aset diklasifikasi menJadl L b :

.a. Aset yang dltujukan untuk menghasﬂkan pendapatan;bdan o
.b. Aset yang tidak d1tuJukan untuk menghasﬂkan pendapatan

Untuk aset yang d1tuJukan untuk menghasﬂkan pendapatan (PNBP) dan§ ’

"~ atau mempunyai kemampuan untuk mengasﬂkan 'PNBP, maka kinerja
kelayakan finansial aset tersebut d1h1tung dengan menggunakan dlmensL

i 'ﬁnansml antara lain:

o ‘menghasﬂkan pendapatan) adalah

Return on Asset/ Investment / Capztal
Cash ﬂow T :
Project Proﬁtability o
Rellabllzty of Performance :

e. Improve Efficiency and Cost—Effettveness

Ada banyak indikator kelayakan finansial dar1 sebuah aset namun -
beberapa indikator yang sering menjad1 alternatlf karena :dianggap yang .-
- memberikan nilai terbaik untuk benchmarkmg (terutama’ untuk aset yang

P 0 .c‘a»'

a. Gross Rent Multzpller (GRM) Mengh1tung n11a1 pasar propertly

~ Adalah rasio harga 1nvestas1 aset terhadap pendapatan sewa tahunan
~ sebelum menghitung biaya seperti. paJak properti, ‘asuransi, utilitas,
dan lain-lain. Secara singkat, Gross Rent Multzpller ‘adalah ‘berapa
‘tahun yang d1butuhkan sebuah propert1 untuk mengembahkan biaya
3 perolehan aset tersebut dari sewa kotor yang. diterima. Secara umum,
- tingkat GRM dianggap ba1k untuk 8 (delapan)’ tahun’ atau kurang, dan
' d1anggap buruk jika leblh dan 12 (dua belas) tahun N =

b. Cash on Cash Return (COCR) Mengukur retu:

d11nvestas1kan : s \
‘Adalah rasio arus kas sebelum paJak dengan _]umlah total uang yang
diinvestasikan, yang dinyatakan dalam persentase ‘Hal ini sering
digunakan untuk mengevalua51 arus kas dan aset penghasﬂ
pendapatan : ST SRERE O ¥ o

on CaSh yang
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Umumnya diarki'g‘gaplys:ebéigéi'_ tes'vcepé’t“fﬁ:ntuk( meynentul;:é‘fnaf)akah aset.
memenuhi syarat untuk ditinjau dan dianalisis lebih lanjut. Analisis - -~

Cash on Cash umumnya digunakan untuk mencari properti dimana -
arus kas adalah tujuan penting, namun metode /ini juga sering
digunakan untuk menentukan apakah properti itu underpriced, dan. -
untuk mengindikasikan ekuitas instan di properti. ‘it SRR P
. Profitability Index (PI): Mengukur biaya-manfaa

- properti. R R S

intuk investasi

- Profitability ind::_e}cv(PI),fvj}iga' :(:iiker‘lalyyfseﬁagai ‘ra‘sié"" 1nvesta31 k:éuvntungan‘j .
(Profit Investment Ratio/PIR) dan rasio nilai investasi (Value Investment - e

Ratio/VIR), dihitung dengan cara rasio present value dari'imbal hasil

aset saat ini dibagi investasi (nilai perolehan) aset yang dianalisis. PI . S

adalah alat yang berguna untuk memeringkat . proyek karena metode:
ini memungkinkan untuk ‘menghitung jumlah nilai yang dihasilkan per .
unit investasi. -~ Sl iy SRR :

‘Dengan asumsi bahwa arus kas yang dihitung tidak termasuk investasi

yang dikeluarkan terhadap asset . tersebut, indeks profitabilitas 1.

~mengindikasikan  titik impas. Nilai lebih. rendah ~dari satu akan
menunjukkan bahwa nilai aset sekarang (PV) kurang dari investasi

awal. Semakin meningkat nilai indeks profitabilitas, semakin g
meningkat pula daya tarik finansial aset yang 'dianalisis. Batasan

“indeksasi aset: C
‘Jika PI> 1 aset menguntungkan- .~ = !
 Jika PI <1 aset tidak menguntungkan - |

. Internal Rate Return (IRR): Mengukur cfisiensi finansial dan keinginan

- properti investasi.© R I £
Tingkat pengembalian internal (IRR). adalahf’“metddéf‘p'e‘nghitungan' B

.

‘tingkat pengembalian. Istilah internal mengacu pada fakta bahwa -

perhitungannya tidak melibatkan ‘faktor eksternal,
biayamodal.. o b R
IRR merupakan indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi. Suatu
proyek/investasi akan dipertimbangkan apabila’laju pengembaliannya
 (rate of return) lebih. besar daripada laju ‘' pengembalian apabila -
' melakukan investasi di tempat lain (bunga deposito ‘bank, reksadana
‘danlain-lain).. o7 N N N
IRR = sering digunakan dalam menentukan apakah investasi
" dilaksanakan atau tidak, untuk itu biasanya digunakan acuan bahwa

A

seperti inflasi ‘atau

_investasi yang dilakukan harus lebih tinggi dari Minimum acceptable

‘rate of return atau Minimum atractive rate of return. Minimum acceptable . -

' rate of return adalah laju pengembalian minimum dari 'suatu investasi
yang berani dilakukan oleh seorang investor. BERE e

. Debt Coverage Ratio (DCR): menghitung apakah properti menghasilkan
_cukup uang untuk menutupi hutang. Cors et !
" Debt Service Coverage Ratio (DSCR), yang juga dikenal sebagai debt
coverage ratio (DCR), adalah rasio kas yang tersedia untuk pembayaran
" hutang terhadap pembayaran bunga, pokok dan pembayaran sewa.

Lo
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Rasio ini adalah tolok ukur yang populer yang digunakan dalam
pengukuran kemampuan suatu entitas untuk ‘menghasilkan cukup -
uang tunai untuk menutupi pembayaran hutang _(termasuk sewa). -
Semakin tinggi rasio ini, semakin mudah memperoleh pinjaman.
Ungkapan ini juga digunakan dalam perbankan komersial dan dapat
dinyatakan sebagai rasio minimum yang dapat’diterima oleh ‘pemberi -
pinjaman. Melanggar perjanjian DSCR, dalam beberapa keadaan, dapat -
- menjadi tindakan wanprestasi dan/atau melanggar hukum. -+
" Dalam corporate finance, DSCR mengacu pada jumlah arus kas yang
tersedia untuk memenuhi bunga tahunan dan pembayaran pokok

hutang, termasuk pembayaran sinking fund. 'Dalam keuangan pribadi, . - '

DSCR mengacu pada rasio yang digunakan, oleh  petugas pinjaman
bank dalam . menentukan kemampuan -membayar 'hutang. Dalam
pembiayaan' real estat komersial, DSCR adalah ukuran ‘utama untuk
menentukan apakah sebuah properti akan dapat’ mempertahankan
hutangnya berdasarkan aruskas. =~ I A TR |
Secara teori, sesuai dengan standar dan asumsi perbankarn, jika DSCR|
lebih dari 1 dianggap bahwa entitas tersebut menghasilkan arus kas -
yang cukup untuk membayar kewajiban hutangnya. Sebaliknya, jika
DSCR di bawah 1 mengindikasikan bahwa arus kas tidak mencukupi
untuk menutupi pembayaran pinjaman. Di industri ‘tertentu dimana
pembiayaan proyek non-recourse ~digunakan, ‘'Debt : Service Reserve
Account biasanya digunakan untuk memastikan pelunasan pinjaman’
dapat dipenuhi bahkan dalam periode dengan DSCR < 10
Break Even Ratio (BER): Taksir seberapa rentan ‘suatu properti
terhadap kondisi ketidakmampuan _membayar hutangnya jika
pendapatan sewa turun. oo SR

Rasio ini digunakan untuk memonitor tingkat ‘Break; Even dari suatu-

aset antara pengeluaran/biaya aset dan pendapatan yang dihasilkan

oleh aset. Pengeluaran dari aset tersebut tidak boleh ' bih besar dari
pendapatan asetnya. . £ L BT SRS FE AR TS & R e :

; ERi R | TR

o Loan to Value Ratio F(Lo\/"vR):' Mengh1tung r'aéio“l antara’ Sala(j ’pinja'man‘

dan nilai pasar dari suatu properti. '
Rasio loan-to-value (LTV) adalah istilah keuangan yang digunakan oleh
kreditur untuk mengekspresikan rasio pinjaman terhadap nilai aset
yang dibeli/dijaminkan. Istilah ini biasa digunakan oleh bank dan
‘building societies untuk mewakili-rasio garis hipotek' pertama sebagai
persentase dari nilai total nilai aset/jaminan. = eI I ‘

. Rasio LTV yang rendah (di bawah 80%) membawa serta suku . bunga -
-yang lebih rendah untuk peminjam berisiko rendah dan mengizinkan
“kreditur mempertimbangkan peminjam berisiko tinggi, seperti mereka
~ yang memiliki nilai kredit rendah, pembayaran’terlambat sebelumnya
dalam = riwayat hipotek mereka, hutang yang - tinggi terhadap

yang ~ dinyatakan scbagai

pendapatan Rasio, jumlah pinjaman yang tinggi atau persyaratan gash- :

. out, cadangan tidak mencukupi dan/atau tidak ada pendapatan. :
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Rasio LTV yang lebih tinggi terutama diperuntukkan -bagi peminjam -
“dengan nilai kredit lebih tinggi dan riwayat hipotek yang memuaskan.
“Penuh pembiayaan, atau 100% LTV, hanya diperuntukkan bagi e
peminjam yang paling layak kredit. Pinjaman dengan rasio LTV yang.
lebih tinggi dari 100% disebut hipotek dengan ekuitas negatif. *
"'h. Capitalisation  Rate (Tingkat Kapitalisasi): - Mengukur  kemampuan
 menghasilkan pendapatan dari sebuah aset penghasil pendapatan. :
~ Tingkat kapitalisasi (atau "Cap Rate") adalah ukuran  penilaian real
~estat yang digunakan untuk membandingkan investasi real estat yang
berbeda. Meskipun ada banyak variasi, tingkat sukul bunga sering’ =
dihitung sebagai rasio antara laba operasi bersih yang dihasilkan oleh:
. aset dan biaya modal awal (harga yang harus dibayar untuk membeli
" aset) atau sebagai alternatif dari nilai pasar saat ini. .* SNRE e

Tingkat kapitalisasi adalah ukuran tidak langsung seberapa cepat

. suatu investasi akan membayar untuk dirinya sendirj.2 Sebagai contoh,_f
bangunan yang dibeli akan dikapitalisasi penuh (bayar sendiri) setelah.
sepuluh tahun (100% dibagi 10%). Jika tingkat kapitalisasi 5%, maka'
payback period -akan dua puluh tahun. Arus ‘kas | sama dengan
pendapatan - operasional bersih dikurangi layanan': hutang. Jika
informasi yang ‘cukup terperinci - tidak tersedia, ‘tingkat . kapitalisasi

akan diturunkan atau diperkirakan dari, laba | bersih ~untuk

' menentukan  biaya, . nilai atau . pendapatan " ‘tahunan yang
dipersyaratkan. Seorang investor memandang ‘uangnya sebagai "aset
“modal". Dengan demikian, ‘dia mengharapkan uangnya menghasilkan

lebih  banyak uang. Dengan memperhitungkan risiko dan berapa
banyak bunga yang tersedia untuk investasi pada ‘aset lain, investor .
mendapatkan tingkat pengembalian pribadi yang diaharapkan dari

' uangnya. Ini adalah tingkat bunga yang dia harapkan. ‘|~ e

~ Jika sebuah bangunan apartemen ditawarkan kepadanya seharga

. Rpl00.000, dan d_ia,mengharapkan;untuk;melakuka}ji‘f setidaknya 8%

investasi real estatnya, maka dia akan melipatgandakan investasi - .

'Rp100.000 sebesar 8% dan menentukan apakah apartemen tersebut
akan menghasilkan Rp8.000, atau ‘lebih, setahun,: setelah biaya
" operasional, maka bangunan apartemen _merupakan 'investasi yang
layak untuk dilakukan. - L

i Net Cash Flow (Arus Kas Bersih): Menghitung arus kas bersih dari

. properti setelah biaya. e Bty QIR e
Cash flow (aliran kas) merupakan “sejumlah uang kas yang keluar dan
yang masuk sebagai akibat dari aktivitas perusahaan dengan kata lain -
adalah aliran kas yang terdiri dari aliran masuk dalam perusahaan dan.

- aliran kas keluar perusahaan serta berapa. saldonya ‘setiap periode. .
Hal utama yang perlu selalu diperhatikan yang mendasari dalam
“mengatur arus kas adalah memahami dengan. jelas fungsi dana/uang

~ yang kita miliki, kita simpan atau investasikan.’ .Secara ‘sederhana .~
. fungsi itu terbagi menjadi tiga yaitu: - U LN RS s




Cays

)

" dicairkan dengan relatif cepat

. Ketiga, capital growth, dana‘ yang' ' dlperuntukkan untuki b

_penambahan / perkembangan kekayaan dengan Jangka waktu relatlf
‘panJang b i ‘ e o A ,
Aliran kas yang berhubungan dengan suatu proyek dapat d1bag1,',g‘=3'l'
~ menjadi tiga kelompok yaitu: : : R L
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Pertama fungs1 11ku1d1tas, yaltu dana yang tersedla untuk tuJuan:,
memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat dlcalrkan dalam Waktu_ :
relatif singkat tanpa ada pengurangan 1nvesta31 awal

Kedua, fungsi anti inflasi, dana yang d1s1mpan guna menghlndan
resiko penurunan pada ‘daya beli di ’masa datang yang dapat

Aliran kas awal (Initial Cash Flow) merupakan'i ahran kas yang

berkaitan dengan pengeluaran untuk kegiatan 1nvesta31 misalnya; - :

‘pembehan tanah, gedung, biaya. pendahuluan dan sebagamyaz

o Aliran kas awal dapat dikatakan aliran kas keluar (cash out flow) -

e ;3');

Ahran kas operasmnal (Operatlonal Cash Flow) merupakan aliran

kas yang berkaltan dengan operasional proyek seperu penjualan,' |

biaya ‘umum,: dan administrasi.  Oleh ' sebab " ‘1tu ‘aliran kas

operasional merupakan aliran kas masuk (cash znﬁﬂo‘
kas keluar (cash out ﬂow) ’ SRR

Aliran kas akhlr (Termznal Cash ] Flow) merupaka" ahran kas yang
berkaitan dengan nilai sisa proyek: (n11a1 residu) sepertl sisa modal; g

w) ‘dan aliran

" kerja, nilai sisa proyek yaitu penjualan peralatan proyek

4

'p1hak ket1ga dan. e i s , ;
Menyusun - kembah keseluruhan penenmaan dan' pengeluaran e

- Ada empat langkah dalam penyusunan cash ﬂow yaltu: T
1) . :

Menentukan m1n1mum kas

Menyusun est1mas1 penenmaan dan pengeluaran

Menyusun perk1raan kebutuhan dana dari hutang yang dlbutuhkan
untuk menutupi deﬁ51t kas dan membayar kembal"-»pln_]aman dari-

- setelah adanya transaks1 finansial dan budget kas yang final.
Cash ﬂow memuat tiga baglan utama ‘yang terd1r1 dan

Cash in flow, pada’ bagian ini mengldentlﬁka81 sumber-sumber dana
yang akan diterima, jumlah dananya dan’ waktu ‘dalam periode
tersebut, yang akan dihasilkan dari pen_]ualan tunal, penjualan
kredit yang akan men_]ad1 piutang,-hasil penjualan aktiva tetap dan
penerimaan: lalnnya Perincian kas 1n1 terd1r1 darlldua 51fat yaitu -

‘ kontmyu dan intermitan.

2)

Cash out flow, pada bagian ini - berhubungan dengan'

- pengidentifikasian semua kas yang sudah d1ant1$1pa31 antara lain » ‘k

pembelian barang . dagang baku, pembayaran: ‘hutang, upah,

‘»-3)

administrasi, dan pengeluaran lainnya. Cash out ﬂow juga punya
dua sifat yang sama yaitu kontinyu dan 1nterm1tan v ,

Financing (pembiayaan), pada bagian ini menun_]ukan besarnya net’ :

L cash ﬂow dan besarnya kebutuhan dana _]lka terjadl deﬁs1t . S
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Sedangkan untuk aset yang t1dak dltujukan untuk menghasﬂkanf"fix Sl

| ‘pendapatan, ‘maka k1nerJa kelayakan ﬁnansaalnya ~dihitung
berdasarkan d1mens1 seberapa ekonomis suatu’ aset beroperasi. Yaitu
- dengan menghltung perbandingan . total biaya perolehan baru, biaya .

‘operasional, . biaya pemeliharaan  yang dikeluarkan : dan besarnyaj‘_f SR
- penyusutan - dlbandlngkan dengan blaya sewa aset yang sama/

sebanding di pasar. .

»Sebelum melakukan ana11s1s b1aya terleb1h dahulu perlu d1paham1 _
pengertian, dan beberapa konsep tentang b1aya Kalau d1t1n3au dari
‘sudut biaya, ada beberapa defen1s1 tentang b1aya yang dluralkanf L
~ sebagai berlkut L S 28 R iy

‘ 1) Biaya dalam ekonoml manajerlal mencermlnkan eﬁ51en81 31stem: -
produksi, - sehingga - konsep biaya juga mengacu i pada  konsep
i produks1 tetap1 apabﬂa pada konsep produks1 kita membicarakan

- penggunaan - input . secara fisik dalam. menghasﬂkan output
produksi, . maka dalam konsep blaya kita mengh1tung penggunaan RISt

';1nput itu dalam nilai ekonomi yang d1sebut blaya

; : 2) Blaya adalah harga pokok atau’ baglannya yang telah'dlmanfaatkan
© atau dikonsumsi untuk memperoleh pendapatan ‘

. 3) Biaya merupakan pengorbanan yang bertuJuan untuk memproduksi o
“‘atau ~memperoleh = suatu komoditi. Pengorbanan ‘yang tldak :
,_bertujuan disebut pemborosan dan bukan termasuk’ blaya

4) Biaya juga serlng diartikan sebaga1 nilai suatu pengorbanan untuk -
" memperoleh suatu output. tertentu. Pengorbanan itu’ dapat berupa
- uang, ‘barang, tenaga, waktu maupun. kesempatan Dalam analisis -
-~ ekonomi nilai kesempatan (untuk memperoleh sesuatu) ‘yang hilang
karena melakukan sesuatu kegiatan lain juga: d1h1tung sebagal e

- blaya yang | disebut biaya kesempatan / opportumty cost

:5)‘ Dalam pembukuan blaya adalah  total uang yang dlkeluarkan '
untuk memperoleh atau menghasﬂkan sesuatu : o

' Pembaglan biaya berdasarkan lama penggunaannya
. a) Biaya. Investa31 adalah biaya - yang masa - kegunaannya dapat

Aberlangsung untuk waktu yang relatif lama.: B1asanya waktu -
~untuk. biaya: investasi dltetapkan lebih - dar1 satu ‘tahun.. Batas

" satu tahun d1tetapkan atas dasar kebiasaan merencanakan dan
merealisasi anggaran untuk Jangka walktu satu tahun. Biaya

investasi ini biasanya berhubungan- dengan pembangunan atau

pengembangan infrastruktur fisik dan kapa51tas -produksi (alat
produksi). Contoh yang termasuk dalam biaya investasi antara
lain biaya perolehan awal, biaya kapltahsa31 dan sebagamya .'

v Penentuan besarnya ambang batas biaya’ 1nvesta31 menyesualkan ,
dengan peraturan perundang- undangan di bldang ‘kapitalisasi

BMN -yaitu besarnya kapitalisasi aset. Blaya investasi dihitung o

~ dari nilai barang investasi yang dlsetahunkan _(AIC atau b1aya o
: depres1as1 atau blaya penyusutan) : :
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‘biaya harus
memperhltungkan (1) harga satuan (n11a1 awal barang) masing-:

“masing- Jenls ‘barang investasi,: (2) lama. pemakalan barang

tersebut, (3) laju "inflasi . (tmgkat bunga bank)i dan‘ (4) umur{.-

ekonomls barang tersebut

Biaya penyusutan (depreczatzon cost) adalah b1aya yang t1mbu1f '

‘akibat terjadinya pengurangan nilai’ barang investasi (aset)

sebagal akibat penggunaannya dalam proses, produks1 Setiap

:‘_'barang investasi yang dipakai dalam proses produk31 akan'
‘mengalami penyusutan nilai, baik karena makin usang- atau

karena mengalami kerusakan fisik. Nilai® penyusutan barang

- investasi, seperti gedung, kendaraan dan peralatan disebut

sebagai blaya penyusutan : :
Ada. beberapa metode yang dapat d1paka1 ,untuk mengh1tung

o penyusutan yaitu (1) metode garis lurus (stralght lzne) (2) metode

o : dlgabung dengan blaya operasional. .
~ Nilai blaya investasi satu tahun ini d1sebut mlal tahunan b1aya

: tersebut dapat d1pergunakan rumus sebageu ber1kut _

”dimana: AIC = Annualized Investment Cost

saldo . menurun (declining balance), (3): Jumlah angka-angka

S tahun - (sum of the years dzglt) (4) metode un1t.produks1 (umt of g o
W_productlon) z g
‘Salah satu metode yang pahng umum dlgunakan adalah metode

penyusutan garls lurus' (straight line method) dlmana Jumlah
historis yang sama dikurangi setiap tahun. Pada umumnya -
analisis biaya- dilakukan untuk - ‘'satu. kurun’ waktu tertentu, -

' misalnya satu tahun anggaran, maka untuk 1tu perlu dicari nilai

biaya  investasi.- setahun, sehmgga blaya 1nvesta51 itu dapat ,

investasi (Annualized . Investment Cost = AIC)
Besarnya nilai tahunan dari biaya 1nvesta51 tersebut d1pengaruh1
oleh nilai uang (inflasi) serta waktu pakai:dan’ masa hidup suatu
barang investasi. Untuk menghltung nilai: tahunan investasi

Al L HC(L+a)t
A T

_IIC = Initial Investment Cost :

i = Lajulnflasi - BEx

.t . ='lama Pakai , : S -
L . = Perkiraan masa h1dup (umur ekonom1s) barang S

- 1nvesta51 yang bersangkutan :

Blaya ; operasmnal (operaszonal cost), adalah':l b1aya yang
‘d1per1ukan untuk melaksanakan keg1atan dalam ‘suatu proses

- produksi dan memiliki sifat habis pakai dalam kurun waktu yang

‘a1r dan hstrlk

‘relatif singkat (tidak lebih dari satu tahun) Contoh yang

termasuk dalam biaya operasmnal antara 1a1n blaya penggunaan




. MENTERI KEUANGAN P
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

’Konsep yang sermg d1paka1 secara bersamaan dengan blaya ‘
- operasional yaitu biaya pemehharaan (mamtenance cost). Biaya
- pemeliharaan adalah  biaya - yang : dlkeluarkan untuk
imempertahankan nilai suatu barang investasi: agar dapat terus

. berfungsi, - misalnya ~ biaya pemehharaan gedung © dan

pemeliharaan kendaraan. Antara biaya- operasmnal dan biaya
‘pemeliharaan - dalam praktek sering dlsatukan menjadi biaya

.. operasional dan pemeliharaan. . Blaya " operas1onal dan:

f,pemehharaan, dengan sifatnya yang habis’ paka1 pada umumnya.: -
dikeluarkan secara berulang. Karena itu’ biaya pemehharaan ‘
sering disebut sebagai biaya berulang (recurrent cost) ‘

Biaya operas1onal b1aya operasmnal tahunan as
yang mehputl : :
1. “Biaya listrik dan air
“ii. Biaya telepon ; TN
iii. Biaya pemehharaan barang 1nvesta31 i
iv. Layanan TIK = :
“v. utilitas, termasuk
- pasokan listrik
- persedlaan air
- jasa pengelolaan limbah
» - pasokan gas dan bahan bakar
Vi ,mlscellaneous services, termasuk:
+- = layanan pembersman dan kebermhanf, a
— ' keamanan S :
- kesehatan. dan keselamatan :
- - layanan lansekap dan berkebun :
- tarif dan blaya perundang- undangan
- - jasa manajemen bangunan :

Biaya tersebut di atas dikenal dehgan sebutanz overhead atau
biaya umum. Biaya operasional dapat d1h1tung berdasarkan

et bangunan .

L biaya per meter persegi luas lantai kotor. atau berdasarkan n11a1 ‘

yang d1pcrband1ngkan dengan entltas 1a1nnya

Biaya pemeliharaan: pengeluaran pemehharaan tahunan untuk

* aset bangunan, termasuk: : X ‘

. i. . manajemen/administrasi agens1 (termasuk s1stem manajemen ;

pemehharaan terkomputer1sas1) : : =
ii. penilaian kondisi :

iii. perawatan hukum

" iv. perawatan pencegahan

_v. perawatan berbasis kondisi

vi. perawatan yang tidak terencana i ol

' Biaya pemeliharaan dapat dihitung berdasarkan blaya per meter

persegi luas lantai kotor, pengeluaran sebagai’ persentase dari

nilai buku kotor aset bangunan atau berdasarkan nilai’ yang

o perbandlngan dengan entltas lalnnya 5 :
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, D1samp1ng 1tu Juga terdapat b1aya pemehharaan dltangguhkan

‘taksiran biaya untuk semua pekerjaan pemehharaan yang belum;
dilakukan dalam tahun buku dan yang dlanggap perlu untuk

membawa  kondisi - aset bangunan ke  tingkat risiko ~ yang .
dlpersyaratkan atau yang dapat diterima: - Biaya pemehharaan'

' fdltangguhkan Sebaga1 -contoh, estlma31 b1aya pemeliharaan- =
ditangguhkan. Sebagai persentase dari n11a1 buku kotor aset atau, o

- ukuran spesifik departemen lainnya. . .0 00

d) Biaya total (total cost = TC), adalah _]umlah dan bxaya 1nvestas1‘ '
~ ditambah biaya operasional dan ‘biaya penyusutan atau dapat’
‘dirumuskan. sebaga1 berlkut s t o E IR R

Total Cost = Investment Cost (+) Operasional Cqst (+) :D:epre‘cidtiovﬁ Cost

6 Indlkator KOI‘ldlSl Tekms ST |

Kondisi Teknis Aset mencermlnkan keadaan ﬁsﬂ{ aset yang mungkln atau
:mungkin - tidak mempengaruh1 kinerjanya. : Klnerja ‘aset adalah

" kemampuan untuk memberlkan tlngkat pelayanan yang: dlpersyaratkan‘ o

- kepada pengguna aset Umumnya hal ini dapat diukur dari sisi keandalan,
- ketersediaan, kapasitas, serta tuntutan dan kebutuhan pelanggan Semua
ini mempakan 1nforma51 penting untuk. menentukan sisa 'masa manfaat

“suatu aset, dan yang lebih penting lagi adalah Waktu untuk melakukan |

langkah- -langkah intervensi yang dapat dilakukan untuk mengembahkan '
tlngkat layanan yang d1ber1kan oleh aset, kc standar yang d11ng1nkan

Namun, jangan lupa bahwa terdapat faktor faktor ’lam Juga b1sa

‘menentukan masa manfaat aset antara lain: .7 L : ?

~a. Kondisi tekms awal aset yang mungkm membuat
- menJadl usang. B A SR :

- b. Perubahan - dalam harapan masyarakat yang berartl bahwa aset
tersebut tidak lagi- mem111k1 kapa51tas untuk memenuhl standar
~ layanan masyarakat _ o

¢c. ‘Dampak pertumbuhan yang berart1 bahwa kapa31tas aset tldak
i ‘memenuhl tuntutan baru. : P I S AR .

d. Kesesuaian dengan standar kepatuhan terhadap peraturan perundang—

‘undangan, kepatuhan berarti aset menJadl t1dak sesua1 dengan standar

' yang-ditentukan oleh peraturan. RS S NN S T O

- e. Kondisi perekonomlan dimana b1aya untuk terus mengopera31kan aset . .

* . saat ini mengalam1 penyesuaian.

Tujuan dalam melakukan evalua51 kOI‘ldlSl teknls aset adalah
a. Identlﬁka31 aset yang berkmerja buruk; PR '

o “b.(Mempredlks1 kapan kegagalan aset untuk rnembenkan tmgkat layanan_ g

yang dipersyaratkan mungkin terjadi;

c. Meng1dent1ﬁka31 dan memastlkan penyebab aset tersebut berada dalam o
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'menentukan tlndakan korektlf apa yang dlperlukan dan kapan
‘ (perawatan, rehabilitasi, pembaharuan), f it i : ,

Mencatat kegagalan aset untuk dlgunakan pada teknlk manajemen;‘
aset lanJutan ARG S : e i ; .

Evalua51 terhadap kondisi tekms aset antara lam Sl

mooao c‘?

9. o D-Aqq

R

sebagal benkut

a

.- Posisi aset/ komponen aset dalam siklus h1dupnya'> e
’Bagalmana ukuran aset tersebut dapat dlkatakan efektlf?

.‘_Berapa besarnya akumulas1 penyusutan aset’»’ s j
' Berapa sisa masa manfaat aset? e

1) Baik (B ) ' ‘:'.11'Apab11a kond151 tanah

Kapan aset dibangun/direhabilitasi/ diganti? . L

Berapa sisa umur aset sampa1 rehab111tas1 dan/ atau penggantlan" ‘
dlperlukan? = ' : Gl '

Apakah aset telah dlperlksa secara ﬁ31k dan dengan PIC ' es apa'r’ :

.'Bagaimana tingkat penurunan aset dapat d1pred1k319 SNSRI

Bagalmana tlngkat kegagalan aset dapat d1pred1k51?,

‘Bagaimana. pemeliharaan yang dlrencanakan dapat mencégah:
- kegagalan : aset atau memperpanjang umur manfaat aset?
‘Dapatkah aset direhabilitasi dan berapa b1ayanya'>

v“v.!.

Level/ tlngkat layanan -aset yang harus dlhasﬂkaﬁi{ aset 'setelahl
direhabilitasi dan berapa lama? - S G - 1

. Apakah aset tersebut secara fisik, tekms atau komer31al mengalam1: '

penurunan/: usang’P B
Apakah penurunan aset sesua1 dan relevan?
Apakah proses pemantauan kOI‘ldlSl aset efektlfD

Sesual dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 /PMK 06/2016
tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, kond1s1 aset tetap berupa
tanah, = Gedung dan ~Bangunan, serta Jalan Irlga81 ‘dan Jaringan
' dlkelompokkan atas balk rusak rlngan dan rusak berat dengan kr1ter1a

BN

Tanah R LIS I
-tersebut  siap
a d1pergunakan dan/ atau dlmanfaatkan sesua1
- dengan peruntukannya =

- 2) Rusak Ringan (RR) "Apabila - kondisi L tanah tcrsebut karena

L sesuatu sebab tidak dapat d1pergunakan _

" dan/atau .- dimanfaatkan ' ' dan  masih -
; memerlukan pengolahan/perlakuan (contoh:

- . pengeringan, . pengurukan,_. perataan, dan
- pemadatan) untuk dapat’ dlpergunakan sesuai
‘dengan peruntukannya '

- 3) Ru.sak Berat (RB) : Apabila kondisi tanah - tefsebut tldak dapat

lagi dlpergunakan dan/atau ‘dimanfaatkan
, “sesuai dengan peruntukannya karena adanya.
. bencana alam, eros1 dan sebagamya 3
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b Gedung dan Bangunan R R o »
‘1) Ba1k (B) ESRNUIES 'Apab11a bangunan tersebut utuh dan tldaki _
‘ T - memerlukan perbalkan yang berart1 kecuall 1
S e »pemehharaan rutin.. , e T
~© 2) Rusak Ringani(RR)~ ‘Apabila - bangunan tersebut mas1h utuh o
‘ T " memerlukan . pemehharaan ‘rutin = . dan
L perbalkan ringan pada komponen komponen"
. ... bukankonstruksi utama. i ‘
T 3)‘Ru‘sak Berat'(RB) i 'Apabﬂa bangunan tersebut=~ .tldak utuh dan§
: “tldak dapat d1pergunakan 1ag1 IR '

C. Jalan, Ir1ga81danJar1ngan , o : AR R e
" vl) Balk m). ';]Apabﬂa kOHdlSl ﬁ31k barang tersebut dalam; -
o o " keadaan utuh dan berfung51 dengan baik. ;
- ,2) Rusak Rlngan (RR) ‘Apabila kondisi. fisik barang tersebut dalam
i v " ;keadaan utuh namun memelukan perbaikan
“ringan. untuk dapat d1pergunakan sesualf
: .+ dengan fungsinya. i v SN
-3) Rusak Berat (RB).  : - Apabila kondisi ﬁ31k barang tersebut dalam ’
Sl ~ .. . keadaan tidak utuh/ tidak - berfung31 dengan
- baik dan’ memerlukan perbalkan dengan biaya
besar ~ - Ay

B E. Pen11a1an dan Masmg-Masmg Indxkator dan D1mens1

1. Scorecard Evaluas1 KlnerJa Portofoho Aset

o Masmg—masmg 1nd1kator kinerja aset memlhkl n11a1 / skor Setlap 1nd1kator S
terdiri atas satu atau lebih dimensi (sub indikator). D1men51 tersebut juga
"[mempunya1 nilai = sendiri- sendiri. Dimensi. pada setlap 1nd1kator dapat
dihitung - dengan menggunakan ‘metode - dimensi terendah (weakest
" dimension) atau metode rata-rata. (Average) tergantung dan kondisi dan
. lokalitas 1nd1kator yang akan d1n11a1 dan Juga tergantung atas objek yang,
- V'dlevalua31 SR T e Ll S _ ,(, o

“Dari 6 (enam) 1nd1kator yang dlgunaka 1nd1kator kepentmgan _umum
*(public goals) adalah indikator yang mem111k1 karakter khusus. - Dalam hal
BMN yang- dievaluasi menunjukkan - nilai/ skor yang t1ngg1 pada indikator

- kepentingan umum maka nilai- indikator yang lain tidak akan terlalu
 berpengaruh terhadap strategi yang akan" d1amb11 atas BMN tersebut.
Sedangkan apabila indikator kepentingan umum suatu aset menunjukkan
- nilai yang rendah, maka barulah indikator yang lain dapat mempengaruhl
- strategi yang akan dllakukan terhadap BMN yang dlevaluas1 :

Mlsalnya sebuah BMN berupa tanah dan bangunan merupakan objek )
‘yang termasuk kategori kepentlngan umum . yang dltetapkan sebagai
VProyek Strategis Nasmnal dan pada saat yang bersamaan ditetapkan .
 sebagai rahasia negara, maka strategi yang " akan '~ diambil adalah
" mempertahankan aset tersebut untuk penggunaan sendiri tanpa harus -

~ dipengaruhi’ oleh mahalnya biaya yang. dlperlukan untuk tetap‘
;mempertahankan aset atau kondlslnya yang Sudah rusak;' [ : 7/ S
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7, Indlkator yang 1a1n baru akan mempengaruh1 strategl pengelolaan BMN
" dalam hal indikator kepentingan umum- menunjukkan ‘nilai’ yang rendah,
 misalnya BMN tersebut tidak termasuk aset kepentlngan umum, bukan

. ~ rahasia negara dan juga bukan alutsista. ‘Dalam kondisi’ sepertl ini, hasil

2 Teknlk Evaluas1 Indlkator dan D1mens1

 evaluasi atas 1nd1kator yang lain - sangat mempengaruhl strategi
- pengelolaan yang akan d1rekomendas1kan RN R RS SR e 9

Secara umum, masmg-masmg indikator mem111k1 satu atau leblh d1mens1 :

Setiap dimensi ini dapat d1h1tung semuanya secara. bersamaan atau hanya - a e
dihitung satu dimensi saja, tergantung karakter BMN- yang dlevaluas1,‘; S

. tujuan evaluasi dan informasi yang tersedia. Dalam hal ‘semua d1men31‘
dihitung, maka metode weakest point dan average menJad1 sangat relevan:
_ dipertimbangkan  untuk digunakan. = Strategi - yang' - nanti - akan
direkomendasikan akan sangat tergantung dari hasil- ‘evaluasi yang
~ ditunjukkan oleh indikator yang dinilai. Strategl yang d1rekomendasr :
-tergantung indikator apa yang menunjukkan n11a1 yang t1ngg1 yang |
tertermln dalam Scorecard Evalua31 K1nelja Portofoho Aset:! 3

Scorecard

Pollcy (soft aspects) Bricks and monéy ‘

- Area developer e
- N Dampak sosxal yang dlhasﬂkan
a“d/of o ‘suiaty aset dalam rangka
Iaks:naan kcbuakan/Tus:

Local authority

- strateglc B

“AssetManager | ¢
: ié ; j_::an stkar pengguna
2 dap ap a'setyang d»gunakan

Owner |
o condition -

PO'ICY Department . ellhat kondxsn teknls suatu aset
o . - "untuk menentukan kebijakan
£+ { apakah suatu aset cukup dengan ’
7. - pemeliharaan rutin, harus -
t direnovasl/diperbalki, ateu lebih

tgbnomls fia dihapus -

plinat kelayakan ﬁﬁqnéiil suaty

6p crnﬂohil

o Property Manager
Service Provider P y g e G
e - o : Kemunzklnanbengiunaanlaindi
gs'; yang alcan datang

“ ‘ Fﬁture\ )
" opportunities ;

- Setiap aset d1surve1/ dievaluasi capaiannya terhadap keenam aspek ya1tu
public goals, social result, user satisfaction, technical condltzon ﬁnanaal
result, dan future opportunltles Hasi survei/evaluasi pada masmg-masmg
aspek disimplifikasi menjadi warna hijau, merah, atau abu- -abu. Warna
hijau menandakan terpenuhinya target atau hasil yang bagus, merah
menandakan tidak terpenuhinya persyaratan atau hasﬂ yang buruk, dan
abu-abu menandakan ~hasil surve1/ evaluas1 tldak ?"¢terukur/ tldak _
’ terdeﬁmsl ~ : . o
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Masing.masing indikator memiliki beberapa sub-indikator (dimensi) yang i

perlu dilakukan penilaian/evaluasi secara terpisah untuk selanjutnya
-digabungkan dengan menggunakan metode weakest point.atau average,
tergantung karakter dan objek aset yang dievaluasi, untuk menentukan
nilai dari masing-masing indikator. . R TN REEI 1

 Untuk selanjutnya berdasarkan -hasil e'\‘(aluasbi;}vbdai';i;,'E:r?nafsi;ng-masing:: |

indikator dilakukan evaluasi atas kinerja aset secara. keseluruhan. -

Sebagai ilustrasi dalam’ melakukan évéluasi.kineiﬂjé%"éys‘e't:; berlkut ilustrasi. -

“penilaian/evaluasi masing-masing indikator dan dimensi tersebut. .

I_lustrasi 1 :

'Perhubungan. Infrastruktur’ menuju’ terminal ‘telah’ dibangun dengan
baik, kondisi bangunan terminal pun sangat® baik.: Namun setelah.

dijalankan selama beberapa tahun terminal tersebut tetap sepi karena

bus-bus enggan masuk ke terminal tersebut.. -

Sebuah terminal dibangun di p1ngg1ran ko‘téf‘:‘”:l\;"}’61:6'1'%11"KémenterianE

Evaluasi masing-masing indikator kinerja atas términal tersebut adalah!
sebagai berikut: o A |
a. Penilaian/evaluasi kinerja atas indikator kepentingan umum.

Dalam penilaian indikator kepentingan umum, terdapat tiga sub-
indikator (dimensi) yang perlu diperhatikan: yaitu: apakah aset
“termasuk dalam kategori kepentingan umum;, rahasia Negara, atau
termasuk dalam kategori alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Berdasarkan penjelasan - Peraturan Pemerintah - Nomor 27 Tahun

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik: Negara/Daerah, terminal

merupakan salah satu bidang kegiatan yang T;tejrm'aSuk dalam
kategori untuk kepentingan - umum. ‘Sehingga - penilaian atas
indikator ini adalah memiliki nilai/ skor yang tinggi (warna hijau).

b. Penilaian/ evaluasi kinerja atésfi:nd‘ikator:maﬁfaat sosial.

Indikator manfaat sosial ‘dapat- tekrcerifni'i‘if‘f danpencapalan ﬁgd T
dimensi kinerja ~ yang meliputi: sub-indikator ' keberhasilan R

pembangunan, sub-indikator tingkat kesejahteraan§~n}asyarakat, dan
sub-indikator pencapaian kesesuaian penggunaan aset dengan tugas

'dan fungsi Kementerian/lembaga. Evaluator .diharapkan dapat

‘melakukan analisis dimensi-dimensi. tersebut dan’ mengatribusikan

pengukuran kinerja terminal tersebut sehingga dapat merefleksikan =

manfaat sosial yang telah diberikan terminal " tersebut kepada

masyarakat disekitarnya. ' SEREnS SRS DRI _ }
“Tujuan dibangun terminal adalah memberikan fasilitas umum bagi .

masyarakat sekitar antara lain untuk memperoleh ’{kerm:ldahan dan
tersedianya transportasi umum (bus) yang cul‘{up_:biagi{ma;syarakat. '
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s Béfdasarkan:Tgnalisis “oleh - evaluator (b;aik‘ _ﬁlélaliii; ‘,;’dat‘ai sekunder

maupun data primer yang dikumpulkan oleh evaluator di lapangan).
dan jika ‘diliat dari tujuan pembangunan terminal, baik dari sisi
keberhasilan ~ pembangunan = maupun - tingkat ~ kesejahteraan

masyarakat se‘kitar,‘,'mengin'dikas‘ikanf'bahwaf tidak ' terpenuhinya’ - - »
target pembangunan. yang diharapkan maupun ‘tidak tercapainya
‘hasil (outcome) kesejahteraan: méSyarakat_sekitaf 'yang diharapkan. . o

 dari adanya terminal. Sehingga nilai/skor’ yang diberikan pada’

kedua dimensi ini adalah rendah (warna merah). =

Dari segi»diméhsi'pchapaian kesesuaian penggunaan a$et dengan' -

tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, pembangunan terminal
tidak memiliki kontribusi- yang baik atas pencapaian' tugas dan
fungsi = Kementerian Perhubungan jika dilihat ' dari tuyjuan
‘pembangunan terminal. Untuk itu, nilai/ skor dari dimensi ini adalah: -
rendah (warna merah). -~ ea N T ‘

Dari ketiga sub-indikator tersebut "dilakukan ' penggabungan hasil
~ evaluasi dari masing-masing dimensi sehingga diperoleh hasil/ nilai
 indikator manfaat sosial dari terminal adalah rendah (warna merah).

. Penilaian/evaluasi kinerja atas indikator kepuasan pengguna aset.
Evaluasi indikator kepuasan pengguna aset . dapat diidentifikasi -
melalui faktor-faktor kualitas (sub-indikator/dimensi) yang meliputi
~ fungsionalitas, -fitur,” kehandalan, keindahan desain, daya tahan,

' kemudahan mendapat layanan, kesesuaian, dan kualitas layanan.
Evaluator harus mampu mengumpulkan data’ ‘dan : melakukan
“analisis faktor-faktor tersebut. Metode pengumpulan data antara lain

dapat dilakukan melalui penyebaran kuesioner maupun pengamatan’

" langsung dilapangan. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa =

dari analisa"faktor'-vfaktor"~tc'rsebut;‘,teride‘ntiﬁl;éSiﬂbéh’:vs'/a keberadaan =

terminal memenuhi tingkat kepuasan pengguna aset schingga

diberikan nilai / skor tinggi (warna hijau). ..~ R :
. Penilaian/evaluasi kinerja atas indikator potensi penggunaan masa -
depan. R I £ St DRt S I = L

T

Evaluasi atas :findikator potensi pehggﬁ'riaah masadepan dilakukan

‘melalui analisis dua sub-indikator (dimensi) yaitu dimensi kategori =

“aset (yang mencerminkan peran aset dalam pemberian layanan) dan
dimensi signifikansi aset (yang mencerminkan penting atau tidaknya -

'suatu aset terhadap tujuan “pemberian layanan). Dari dimensi

_kategori aset, terminal termasuk dal’agm~‘1‘<vaiiteégofri§ aset operasional
yang digunakan  secara langsung dalam ' pemberian layanan.
 Sedangkan dari dimensi signifikansi aset, terminal memiliki peran

vital (utama) untuk pemberian layanan. ~Sehingga berdasarkan.

analisis dua dimensi tersebut, fungsi keberadaan: terminal dalam
pemberi layanan sangat penting. Sedangkan alternatif  penggantian
atau menemukan aset pengganti dalam jangka pendek, dalam hal -
akan dilakukan altenatif penggunaan lain, sangat sulit dilakukan. -

7
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Untuk itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan yang tepat edalah
sebagai terminal (tidak ada kemungkinan alternatif pengguraan lain
di masa depan). Sehingga diberikan nilai/skor rendah (warna
merah).

. Penilaian/evaluasi kinerja atas indikator kelayakan finansial/
ekonomi. ‘

Pada prinsipnya evaluasi atas indikator kelayakan finansial/ekonomi
dipengaruhi oleh jenis aset yang dievaluasi. Aset yang menghasilkan
pendapatan dapat dilakukan analisis melalui beberapa dimensi
kinerja finansial.

Sedangkan untuk aset yang tidak ditujukan untuk menghasilkan
pendapatan, evaluasi kinerja finansialnya dihitung berdasarkan
dimensi seberapa ekonomis suatu aset beroperasi. Mengingat
terminal merupakan aset yang dimaksudkan untuk memberikan
pelayanan publik (tidak untuk menghasilkan pendapatan), maka
evaluator perlu melakukan analisis kinerja finansial aset melalui
dimensi tingkat ekonomis dari operasional aset yang antara lain
dilakukan melalui analisis efisiensi biaya operasional. Berdasarkan
analisis biaya operasional terminal dan memperhitungkan
kemanfaatan’ dari aset, dapat diidentifikasikan bahwa kinerja
finansial/ekonomi terminal tersebut adalah rendah (warna merah).

Penilaian/evaluasi kinerja atas indikator kondisi teknis.

Evaluasi indikator kondisi teknis dilakukan melalui anzalisis kondisi
teknis aset berdasarkan hasil kegiatan penatausahaan BMN. Hasil
tersebut dapat diperoleh dari sistem aplikasi terkait penatausahaan
dan pengelolaan BMN yang ada. Meskipun informasi terkait kondisi
aset secara otomatis dapat diperoleh dari sistem aplikasi, evaluator
tetap perlu melakukan analisis kesesuaian kondis aset dilapangan
dengan Dberpedoman pada ketentuan peraturan di bidang
penatausahaan BMN. Berdasarkan analisis kondisi terminal, dapat
diidentifikasi bahwa aset dalam kondisi baik (warna hijau).
Setelah dilakukan evaluasi/penilaian dari masing-masing indikator,
selanjutnya evaluator melakukan evaluasi kinerja aset secara
keseluruhan. Untuk mempermudah dalam melakukan proses
evaluasi, hasil penilaian masing-masing indikator direngkum/
digabungkan dalam satu scorecard yang menggambarkan kinerja
aset secara keseluruhan.
Dari hasil evaluasi/penilaian masing-masing indikator kinerja, maka
dapat disusun scorecard kKinerja terminal A sebagai berikut.

v
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o Scorecard =
(Evaluas1 Kmerja Termlnal A) ;

un kurang L
lal yang ba|k

g
o e

P e - »
A

: Guna menjaga kemutakh1ran data dan kesesualan: dengan perkembangan
“yang ada, pembobotan dan mekamsme perhltungan/ skor indikator
pengukuran kinerja BMN diatur secara berkala melalul Surat Edaran

, ‘Dlrektur J enderal Kekayaan Negara
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R CBABIN
PROSEDUR PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA BARANG MILIK NEGARA

A Pr1ns1p Umum EvaluaS1 Kmerja Barang Milik Negara

Pr1ns1p umum dar1 evalua31 klnerja Barang M111k Negara antara lam

1. Kejelasan TuJuan

Sebelum memulai pengumpulan data dan evalua31 klnerja evaluator harus ~
, mengldentlfika31 dengan jelas: e

- a. tujuan pengumpulan dan Pengukuran 1nforma31 klner_]a SRS
b. pengguna akhir informasi klner_]a B Lo A
C. baga1mana informasi kinerja akan dlgunakan S 5

Ini akan memastikan bahwa informasi klnerJa yang nantmya akan
~ dihasilkan - menjadi relevan dan sesuai dengan target area pengukuran‘
yang - tepat sehmgga memberlkan manfaat . pengukuran kmerja yang
“optimal. , : : S L : |

L0 ‘Konteks Informas1 Kmer_]a

Informasi kinerja aset harus dllengkapl dengan 1nforma51 kuahtatlf dan
kontekstual statistik lain yang sesuai dengan- tuJuan dan lingkungan.
pemberian layanan publik. = Hal ini dimaksudkan untuk memastlkan
kesimpulan yang diambil dari analisis informasi kmer_]a vahd dan dapat,
diandalkan. Informasi kinerja aset yang dihasilkan hanya dapat digunakan
~'sesuai dengan konteks informasi kinerja tersebut. Penggunaan informasi’
pada kondisi dan kontekstual lalnnya dapat menyebabkan kemmpulan _
'yang salah atau menyesatkan : U :

. 3. Kualitas Data KlnerJa L RO
‘Kualitas informasi yang dlperoleh melalui pengukuran dan anahsls klner_]a
‘bergantung pada: kuahtas data dlrnana 1nformas1 kmer]a dldasarkan Data
kinerja harus: : ~ , i :
a. valid. (benar-benar mengukur atau mcn11a1 sesueu dengan 1nd1kator
, "klnexja yang dlmaksudkan) ‘ PR s S =
b handal (konsisten dan tidak bervar1as1 secara 31gn1ﬁkan dalam kond1s1

yang ditetapkan) . R o Che e
“C. ,akurat (menyechakan representa31 sebenarnya dar1 satuan ukuran)
. d. tepat waktu (tersedia pada saat diperlukan) - SENRALE S
e. ‘terklm (up-to- -date sesuai kondisi terakhir pada saat 1nformas1 diambil).
Evaluator harus rnenetapkan prosedur penjaminan mutu yang tepat untuk
memastikan kualitas data. Perlu juga dipertimbangkan: volatilitas data dan
‘kemungkinan dampaknya terhadap keandalan, dan kemampuan untuk :
: mengumpulkan data untuk memberikan perspektlf kmerJa d1 berbagal/ -
-~ level. v S G :
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Biaya untuk mengumpulkan,- menganalisis dan Z'ﬁelapéfkan informasi

, kinerja tidaklah sedikit. Perlu dipertimbangkan secara optimal dan dengan
" hati-hati antara biaya yang dikeluarkan dalam melakukan evaluasi kinerja .

dengan manfaat yang diterima dalam mengumpulkan informasi kinerja '

yang andal dan akurat.

Untuk itu tim evaluator harus dapat menganggarkan kegiatan pengukuran -
kinerja BMN secara efektif dan efisien. Dalam hal biaya yang dikeluarkan
lebih besar daripada manfaat yang diterima, evaluator dapat .
mempertimbangkan dan menerapkan informasi kinerja" alternatif sesuai = "

parameter biaya-manfaat yang tepat untuk mengukur kinerja portofolio e

" BMN yang akan dievaluasi. . L R IR

. Kontinuitas dan Konsistensi Evaluasi Kinerja =~ -

Kontinuitas merupakan aspek penting dari pengukuranklnerja karena =

kinerja BMN ‘mengalami perubahan selama siklus ‘hidupnya. Walaupun | o
'snapshot’ kinerja aset untuk tujuan dan waktu tertentu ‘kadang-kadang .

_ diperlukan, akan tetapi pemantauan tren dari waktu ke waktu juga -
sangatlah penting, terutama untuk menilai kinerja tanah’'dan bangunan:

secara keseluruhan, dibandingkan dengan komponen ' individual (yang -
mungkin .memiliki siklus kehidupan aset yang lebih pendek). Memelihara
’ a melalui pemantauan tren memungkinkan
penilaian terhadap hasil keputusan aset yang telah. digrhbil,berdasarkan :

kontinuitas informasi kiner]

hasil evaluasi tersebut.

. Konsistensi data sangat penting untuk evaluasi 1nforrnas1 kﬁﬁerja yang
. efektif. Ketidakkonsistenan . dapat menyebabkan  interpretasi yang. .
" menyesatkan dan hilangnya kredibilitas atas hasil ‘analisis  yang telah

dilakukan.

1. Tugas dénKewenéingankPeﬁgéiéla Barar‘igi.ﬁf; St

Dalam melakukan evaluasi kinerja Barang Milik Negara, ;P:e:'ng'elda Barang:‘: »

mempunyai tugas antara lain:

a. menyusun dan menetapkan rencana evaluasi kinerja BMN, termasuk -

- diantaranya pe‘ngar_;ggaran'f kegiatan, penentuan hari. dan tanggal -

cal

S1

pelaksanaan evaluasi, objek yang akan: dievalua
Lembaga yang akan dievaluasi; SR S I

b. menyusun dan menetapkan tim evaluasi kinefjé\gBMN,' dan dalam hal

diperlukan, menetapkan tim: pendukung‘dalamj;pcllalgisza_xnaa‘n evaluasi
kinerja BMN; ’ : - ’ N TN S

c. menyampaikan laporan hasil evaluasi kinerja'kéﬁédai zﬁembefi tugas dan -

pihak lain yang berwenang sesuai peraturan peruﬁdgpg}undAngan; dan

d. memfasilitasi pendistribusian informasi hasil evaluas1k1nerja BMN .

: antér Kementerian/Lembaga.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengelola Barang berwenang untuk:

.| Kementerian/
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;:a. meminta 1nforma81 yang dlbutuhkan dalam pelaksanaan evaluas1 S

kinerja BMN baik: kepada Pengguna Barang, maupun kepada 1nternal Do

. _'Pengelola Barang, ‘ , e

b memmta bantuan plhak 1a1n dalam melakukan pengumpulan data dan :“

C. menerapkan pendekatan berbas1s kmerJa dalarn kaltannya dengan :

perencanaan, pengambilan keputusan dan pengelolaan BMN sesuai ;(

dengan pedoman evaluasi kmer_]a ini; ' SRR R TN I o

- d. menunjukkan penggunaan indikator. - pengukuran‘ ine ja

mengevaluasi kinerja BMN; .~ . SR N S .

e. menggunakan 1nforma31 hasﬂ ‘evaluasi dalam pengelolaan BMN j

khususnya untuk memandu keputusan strateg15 dan pengembanganl
kebijakan d1 masa depan . RS et

2. Tugas dan Kewenangan Pengguna Barang

Dalam pelaksanaan evaluasi kmerJa Barang M111k Negara Pengguna S
Barang mempunyai tugas antara lain: = = = s S .
a. menyediakan dan menyampalkan 1nforma51 yang benar yang dxperlukan .

oleh Pengelola Barang secara tepat waktu dalam melakukan evaluas1= s

kinerja BMN; - Sl L : e
b. membantu dan/ atau bersama-sama Pengelola Barang melakukani s
evaluasi klnerJa BMN; dan _ s e :
‘¢.- membantu Pengelola Barang untuk menerapkan pedoman evaluas1
i klnerja ini. S - v : s T , :

, 1 Berkoordlna31 dengan pihak lam dalam melakukan pengumpulan
data/informasi yang dlperlukan dalam pelaksanaan :evaluas1 kinerja

' Barang Milik Negara; " , : . iy o

2. Mengoord1nas1kan ‘satuan kerJa 11ngkup Pengguna Barang dalam
~ melakukan pengumpulan data/informasi. yang dlperlukan dalam
pelaksanaan evalua31 klnerja Barang M111k Negara ' H : :

‘C. Persmpan Pelaksanaan Evaluas1 Kmerja Barang Mlllk Negara

‘Sebelum: melakukan Evalua31 ‘Kinerja BMN “Tim Evalua31 melakukan« :

beberapa per51apan awal termasuk dokumen dokumen yang.yang dlbutuhkan'

" antaralain: : : : ,
1. Surat Tugas T1m Evalua51 o : -
2. Dokumen Penatausahaan atas obJek yang akan d1eva1ua51, Ea ‘
3. Surat Pemberitahuan/I Permmtaan Bantuan (dalam hal dlperlukan) kepada
Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang, GRS £ R S '
‘Surat-surat perijinan untuk mengakses objek evalua31, R
‘Contact Person yang dapat dihubungi di lokasi obJek berada
Dokumen Kepemilikan BMN dan/atau dokumen yang setara
Dokumen Pendukung Buktl Kepemlhkan BMN o B

No o




10.

 MENTERIKEUANGAN
~_ REPUBLIK INDONESIA |

_37_

: '~Dokumen yang dlperlukan untuk mengevalua31 setlap 1nd1kator mlsalnya‘; e
“dokumen regulasi/surat keputusan yang- menunjukkan obJek tersebut:
termasuk Proyek Strategis Nasional atau - rahasia negara, ~dokumen
~laporan keuangan dalam hal objek merupakan aset. komersml

Dokumen fisik objek yang akan dinilai seperti gambar 31tuas1 as buzlt‘

drawing dan dokumen pelengkapnya seper’a 31te plan gambar tampak o
. gambar potongan, dan lain, 1a1n ‘ : SRS o

Dokumen 1dent1f1ka31 dan mltlga31 resﬂ{o dalam melakukan evaluastj‘ fi"‘.;‘,f' o

- kinerja;

11

-Perlengkapah pembantu T1m Evaluas1 antara 1a1n kamera (stzll camera),; o
. alat pengukur jarak/meter, GPS' (Global Posztlonlng System) alat tuhs =

- menulis, dan alat perekam data lalnnya dan : '
12,
o pengaman/ pendukung sepert1 helm pengaman rompl safety boots, dll.

Dalam - hal d1per1ukan ~ kelengkapan kosturn iy danf peralatan‘

' ‘Beberapa perlengkapan standar ‘keamanan (Personal Protectzon Equlpment)‘: '

»yang sebaiknya digunakan Jlka melakukan’ pengumpulan data ﬁs1k atas objek.

yang dievaluasi dimana BMN tersebut berada di luar ruangan" :

1.

- Pelindung Muka (Face Shlelds), o

- Pelindung Pendengaran (Heanng Protectzon), antara 1a1n< Penutup Tehnga
(Ear Plugs), Pelindung Telinga (Ear Muffs); R By :

_Pelindung Pernapasan (Respzratory Protectton), _antara laun jPendeteks1 Gas L

Pehndung Kepala (Head Protectzon) “antara lain berupa helm pengaman:l"

' (Hard Hats), Pelindung Mata (Eye Protectzon), Kacamata :Pehndung (Safety» ‘~
Glasses), Pehndung Mata (Goggles); e f :

Pelindung Muka dan Mata (Face and Eye Protectzon) antara lam Kacaj

Pelindung Muka (Welding Shields / Helmets), Kaca Pehndung Gas (Gas‘

Welding Shield), Pelindung Serp1han (Arc Weldmg Shteld),i Helm (Helmets) i

= (Gas Detectors), Alat Bantu Pernapasan (Resplrators) L

ehndung Tangan (Hand Protectzon) antara lain: Sarung Tangan (Gloves)

‘Tahan Panas (Heat Resistant), Sarung. ‘Tangan untuk ‘Cairan Kimia
: (Chemzcal Resistant and Coated. Gloves) Pehndung Jari' (Fmger Guards), =~
- Kream pehndung kuht (Sktn Creams) Penghangat Tangan (Hand

Warmers); - :
Pelindung - Badan (Body Protectzon), antara laln Pakajan Anti A1r;

~(Waterproof Clothing), Pakaian Anti ‘Bahan K1m1a Beracun (Chemical

Clothing),  Pakaian Berwarna Terang (Hl VlSlblllty Clothlng) Pehndung

~ Tulang Belakang (Back Supports);

. Pelindung Kaki. (Foot Protectzon) antara. la1n Sepatu Kuht (Leather Boots),

Sepatu dengan pehndung baJa (Metal Foot Guards), Penghangat Jari Kaki

 (Toe Warmers)

. Pengaman Jatuh (Fall Protectlon Products), antara" lam Harnes
' (Hamnesses), Pengaman Penyerap Tekanan (Energy Absorbers), ali_,

Pengaman (Safety Lines};

_ P3K (First Aid Products) berupa peralatan pertolongan pertama padaq/

kecelakaan R
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D. Pelvaksanaan'EVavilﬁavsik Kmerja Barang Milik Nég‘a‘fai i PECIE

1. Umum j

a. uk .
~Tim dimaksud dapat melibatkan Penilai Pemerintah. Dalam pelaksanaan - L
Evaluasi Kinerja BMN, Tim Evaluasi dapat dibantu oleh unit kerja lain .

Pengelola Barang me‘mbentﬁk Tim Evaluasi Kirie’rj}a BarangM1hk Negara.

~pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang. i .

Dalam rangka pelaksanaan Evaluasi, dalam hal BMNyangd1evaluas1
tidak berada dalam penguasaan masing-masing unit Penatausahaan -
‘pada Pengguna Barang atau Pengelola Barang, ‘maka ;dibuat Berita

Acara Evaluasi antara unit Penatausahaan dan pihak yang menguasai -

‘barang tersebut.. .- o0

P1hak yang‘;bér'/tém"ggung'i“j'a‘;‘iyarb .:»dalalfri: pelaksanaan E)jw}'éluaSi harus o

- 'menyertakan penjelasan atas setiap perbedaan antara data BMN dalam
 Daftar Barang dan data yang diperoleh dari hasil Bvaluasi. -~

2. Proses Pelaksanaan Evaluasi Barang Milik Negaré; O,
Proses :pelaksanaan evaluasi BMN dapat dijab
berikut: .

©oa.

arkan' antara lain sebagai.

Sebelum melakukan cvaluasi, pertama-tama petlu bagi Tim Evaluasi

untuk menentukan secara tepat objek apa yang harus /dinilai. Dalam S

~ hal objek yang dievaluasi “merupakan BMN’ dengan - karakteristik:

kompleks misalnya  Bandar Udara, Pelabuhan, . ‘atau  kompleks

_perkantoran, Tim Evaluasi harus terlebih “dahulu’ mengelompokkan

Tim lebih fokus terhadap objek yang dievaluasinya. = .

'BMN yang akan dievaluasi menjadi beberapa’ bagian-bagian utama..

Dengan pembagian ini diharapkan dapat mempermudah dan membuat

’-I‘ahap; f~bcrikutn}?a‘ adalah  tahap- pengumpulan data ‘dengan

memperhatikan dimana dimensi dan indikator ‘menjadi latar belakang

pengumpulan - data dan informasi vang dibutuhkan.| Pada tahap

 pengumpulan data ini perlu diperhatikan dokumentasi data dan data -

trustworthiness. - Data yang dikumpulkan ~harus. 'didokurnentasikan

. dengan baik sehingga dapat diakses kembali pada saat dibutuhkan.

- Perlu diperhatikan bahwa akses' kembali atas. data bukan hanya pada -  1. 5

" saat akan dilakukan analisis tapi juga harus ‘dapat diakses apabila

suatu saat diperlukan’ kembali untuk ! membuktikan ' hasil evaluasi

kinerja yang telah. dibuat atau diperlukan untuk proses ‘analisis lainnya.

Terkait - data . trustworthiness, kualitas laporan yang : dibuat hanya -

bermakna jika data yang dikumpulkan dan;disajikanf'ggl;élaih data yang -

* sebenarnya tanpa ada modiﬁkasi atau rrianipula'si.f

‘ Seyla"nju‘tnyav, “Tim Evaluasi', menilai objek“.be'rd_asa__ﬂ{g'rfi. ;dif‘rncn’si ‘dari
' masing-masing indikator. Setiap dimensi ini akan sangat berpengaruh

terhadap rekomendasi yang nantinya akan ‘disampaikan sebagai hasil

_evaluasi. Setelah dimensi pada masing-masing iri'dika:tOr:'dievaIUasi,‘
‘barulah indikator-indikator yang digunakan kemudian juga dievaluasi

i 5 berrc‘_lasarkan;h;asiil, yang ditunjukkan oleh ma’sing-r_riasﬁ’irvig‘dimen‘sinya‘.
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Pada tahapan ini perlu dlpertlmbangkan penggunaan metode weakest
“point dan metode . average, tergantung karakter obJek yang dievaluasi
- serta tuJuan evaluas1 |

d. Kemudian, Tim evalua31 | menggabungkan pen11a1an keseluruhant :
1nd1kator—1nd1kator untuk menentukan keseluruhan kmer_]a BMN yangé g
“dievaluasi. : : , : : ‘ ) :

e. Tahapan terakhir adalah tahapan pendokumentas1an dan pelaporan ;
~atas hasil evaluasi- kinerja BMN tertentu. . Hasil - evalua81 yang.
dlsampalkan oleh Tim sedapat mungkm dapat d1paham1 dengan mudah -
oleh para pengguna- informasi; terutama oleh Pengelola Barang dalam, .
melakukan proses pengambﬂan keputusan pengelolaan BMN :

er:‘

Bagan Alur (Flow Chart) Proses Evaluasi Kmerja BMN

~Pihak lain N/ "nggaeg?» /Pengadministrasi \

HERE

" Tim Evaluasi

““Membentuk Tim -
: ( pelaksana -
N =l ) o evaluasi kinerja R SO e
' Permohonan/” " lg-:~{=:=| ¥ 'BMNdan . " o g : : """"n
Rekomendasnl 4 menugaskan Tim - . D — . L
penugasan evaluasi »  untuk melakukan R : 1
‘kinerja BMN - . evaluasi klnerja o R f © Melakukan iy ]
e B BMN = 1o opersiapan, - S
L ——r S Pelaksanaan i RTINS
S BRI TR E pengumpulandata S U L N
- 'SKTim dan Surat ' Melakukan analisis |
Tugas  * - “data, dan . !
1

Menyusun Laporan

‘Hasil Evaluasi - “Mengadministrasi
: ;- Kinerja BMN: .| . kansurat
Mempemmbangkan _ e | :. - permochonan/
: khasnl eraI:?x ‘ T ! rekomendasi/
~ Kinerja an - B S penugasan
Rekomendasi yang “‘Lap. Evaluasi o R ev‘:u g kinerja
T . Kineria BMN - - . .
;"c\hsvampankar»l : - mgrja 4 ~ BMN, dan Lap.
. : " Evaluasi Kinerja
- -Menindaklanjuti = : : VR '
) Lo Lap. Evaluasi -
- .Lap. Evaluasi < 1P. Evallast - e e s s L die s e -
Kinerja BMN Kinerja BMN

Selesai -

Guna menjaga kesesualan dengan mekamsme kerJa yang ada prosedur ,
tekms pelaksanaan pengukuran kinerja BMN dlatur 1eb1h lanJut melalul Surat _,
Edaran D1rektur J enderal Kekayaan Negara o : , :
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LAPORAN EVALUASI KINERJA BARANG MILIK NEGARA

A. Tujuan Laporan Evaluasi Kinerja BMN

Laporan Evaluasi Kinerja BMN bertujuan-ilﬁtﬁk memberlkan pcnilaianf 3

menyeluruh dan terpadu terhadap kinerja aset portofolio berdasarkan analisis | e

 indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu,’ juga bertujuan untuk
- memberikan informasi dalam rangka menilai sejauh mana kinerja aset portofolio : -
telah berubah sejak penilaian sebelumnya. Informasi yang relevan disertakan:

~ dalam isi laporan. Lampiran umumnya hanya digunakan untuk menyajikan tabel
data yang besar dan informasi terperinci mengenai hal-hal . s,eb!érti ‘informasi-
informasi pendukung, namun tidak untuk menguraikan analisis' dan temuan
laporan tersebut. DRERGRI S b 5 S SR TS RO Co

Laporan- Evaluasi Kinerja BMN merupakan penilaian kinerja atas aset
portofolio milik pemerintah pusat saat ini. Dalam laporan ini'juga termasuk
rekomendasi untuk. rencana reformasi - atau tindakan ‘yang harus dilakukan
‘untuk memperbaiki kinerja aset portofolio. Dalam hal terdapat perbedaan.
pandangan atas temuan laporan antara evaluator, ;P:e‘n‘ge_:li(")l‘a'? ‘Barang dan,
pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam penyusunan evaluasi dapat
diakomodasi dengan merangkum perbedaan yang signifikan 'dalam lampiran!
laporan. T O S T e I et |

Laporan Evaluasi Kinerja BMN disusun untuk keperluan’ pengelolaan BMN
_ dan dimaksudkan untuk menginformasikan Pengelola Barang, Pengguna Barang
' ‘dan pihak lainnya yang terkait untuk melakukan tindakan'yang dianggap perlu.
Untuk itu, sangat penting bahwa Pengelola dan Pengguna Barang terlibat dalam
penilaian dan memberikan informasi, masukan dan komentar |'selama proses
~ evaluasi berlangsung. Diharapkan bahwa Laporan Evaluasi Kinerja BMN akan

" diterbitkan oleh evaluator dan diharapkan tersedia untuk’ Pengelola Barang, -

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang guna kepentingan -pengukuran
kinerja aset pada unit masing-masing. L RIS I :

B. Struktur Lapqrah:gEvAl“l‘xasi'Kin‘e_rjaBMVN- |

- Struktur laporan Evaluasi Kinerja BMN d1saJ1kansesederhana ‘mungkin

k‘agar”dapat dipahami dan dimengerti oleh para pengguna i ir}féfmasi‘evaluasi"

netja, 0 boal oo el |
' Daftar isi dan daftar singkatan disediakan di awal laporan, sebelum
ringkasan eksekutif. Informasi mengenai rincian yang relevan juga disediakan,
~ seperti tahun fiskal, mata uang yang digunakan dalam laporan,.dan nilai tukar

dengan mata uang internasional utama seperti USD atau EUR. |, .| ;
| Informasi Objek ‘Evaluasi disajikan di bagian 2 '(';ylairi":_la"pbfralfl ‘dan untuk
indikator yang dipilih, di-bagian 3. Simpulan dari hasil évaluasi disajikan dalam
" bagian 4 dan rekomendasi dari hasil evaluasi disajikan dalam bagign‘$.

v



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

Struktur Laporan Evaluasi Kinerja BMN:
(Susunan Daftar Isi yang Direkomendasikan)

EXECUTIVE SUMMARY

1. LATAR BELAKANG
1.1 Maksud dan tujuan
1.2 Manajemen evaluasi dan quality assurance
1.3 Metodologi evaluasi kinerja

2. INFORMASI OBJEK EVALUASI
2.1 Gambaran Umum Objek Evaluasi
2.2 Trend Fiskal dan Moneter
2.3 Peraturan Perundang-Undangan Terkait

2.4 Pengaturan Kelembagaan (Pengguna dan Pengelola Barang)

2.5 Informasi Penting Lainnya

3. INDIKATOR EVALUASI KINERJA BMN
3.1 Indikator kepentingan umum
3.2 Indikator manfaat sosial
3.3 Indikator kepuasan pengguna aset
3.4 Indikator potensi masa depan
3.5 Indikator kelayakan finansial
3.6 Indikator kondisi teknis

4. KESIMPULAN HASIL EVALUASI KINERJA BMN
4.1 Hasil Evaluasi Dimensi
4.2 Hasil Evaluasi Indikator
4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Evaluasi
4.4 Trend Perubahan Kinerja BMN Pada Evaluasi Sebelumnya

5 REKOMENDASI STRATEGI PENGELOLAAN BMN
5.1 Pendekatan/Alternatif Yang Harus Dilakukan
5.2 Rekomendasi Pengelolaan BMN
5.3 Institutional Considerations

LAMPIRAN
Lampiran 1: Ringkasan Tim, Objek dan Proses Evaluasi

Lampiran 2: Ringkasan Pengukuran Kinerja
Lampiran 3: Responden/Sumber Informasi dan Data
Lampiran 4: Hal lain yang perlu diungkapkan (jika diperlukan)
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C Penggunaan Informam Kmerja Barang Mlllk Negara

' Penilaian kinerja akan memberikan laporan atau proﬁl status yang |

o meyrangkum kinerja BMN tertentu. Informasi yang d1peroleh akan membantus
- Pengelola/Pengguna Barang untuk menjawab pertanyaan berlkut S '

‘1. Seberapa baik BMN tersebut beroperasi dalam mendukung pemberlan'
layanan/ penyelenggaraan tugas dan fungsi saat ini? - i -

2. Apakah masih cukup aset yang tersedla untuk pelayanan tugas dan fungs1 e

‘saat ini? -

S*’

~di masa depan” L :
‘Apa yang perlu d1perba1k1 terhadap aset tersebut?' e

Pilihan apa yang mungkm diambil untuk memngkatkan k1nerJa aset’>
"_Apa pilihan terbaik yang tersedla'P SRR ' S5
‘Apakah ma31h patut aset tersebut d1pertahankan kepem111kannya'>

.\’.@.U‘.*«

Analisis lebih lanjut dari 1nformas1 ini harus dapat mengmformamkan‘-
 pengambil keputusan pengelolaan BMN terkalt aset mana yang . harus dipelihara, :
© dimanfaatkan, diperbaharui, “direnovasi, d1p1ndahtangankan atau dlhapuskan o
5 dan Juga mengldentlﬁka31 kebutuhan akan aset baru. . o ‘

Apakah BMN tersebut sesua1 dengan kebutuhan pembenan layanan pubhk:

Penerapan Evaluas1 KmerJa BMN ini akan membantu ba1k Pengelola' L

'Barang ‘maupun Pengguna Barang untuk mengadop51 pendekatan ‘berbasis

kinerja terhadap perencanaan strategis untuk- ‘memaksimalkan potensi aset?_ S

mereka agar lebih selaras dengan kebutuhan pemberlan layanan pubhk

Informasi kinerja: aset Juga membantu Pengelola/ Pengguna Barang untuk: ‘

mengant1s1paS1 ‘masalah yang terkait dengan penggunaan dan’ pemanfaatan BMN:

dan untuk mengatasi masalah ini sebelum menJadl perhatlan atau berdampakg
ada pembenan layanan S _ i :

‘Tindak lanJut portofoho dlanggap pentlng karena membantu dalam"‘
‘membuat perubahan yang diperlukan - pada struktur portofoho dqtu sendiri.

Misalnya, jika beberapa aset -tertentu mempengaruh1 kinerja' portofolio ‘dan
menurunkan atau menmgkatkan risiko memiliki aset tersebut lebih dari- apa

yang dapat d1tanggung oleh" pemerlntah Juga’ Jlka portofoho tidak mencapai
pengembahan minimum yang diinginkan, pemerintah dapat. mendlstrlbusﬂr{an” R

; mengevalua51 kinerja BMN.

i fsebaglan atau seluruh 1nvestas1 aset atau bahkan menambah 1nvesta31 modal

' D Penmjauan Ulang Hasﬂ Evaluas1 Klnerja Barang M111k Nega_ a', I

‘Evaluator menylapkan dan memelihara sumber daya, proses struktur :

manajemen, sistem dan kompetensi yang tepat untuk men11a1, menganahsls dan

. Evaluator juga melakukan tlnjauan secara berkala atas kmelj]a BMN yang :
telah dievaluasi sebaga1 bagian dari proses pengelolaan BMN secara keseluruhan.

~ ' Peninjauan ulang juga dllakukan untuk tujuan perencanaan‘ strategls seperti :
. feasibility study untuk investasi belanja modal baru dan dalam prose‘s"/g

' perencanaan aset strateg1s
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Kerangka konseptual diperlukan untuk melakukan pengukuran kinerja
den mengakomodasinya dalam konteks pengelolaan BMN secara keseluruhan.
Hasil pengukuran kinerja yang dihasilkan harus jelas dan komprehensif, dapat
dipahami oleh manajer aset beserta pihak yang dapat mendukung pencapaian

tuyjuan pengukuran kinerja dan membantu pengumpulan hasil evaluasi yang
diperlukan.
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